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Pemerintah Indonesia senantiasa berupaya 
meningkatkan peran kebijakan fiskal dalam rangka 
perwujudan kemandirian ekonomi dan kesejahte 
raan masyarakat. Salah satu bagian penting dalam 
penguatan kapasitas fiskal adalah peningkatan 
kualitas pengelolaan APBN yang meliputi tahapan 
perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, 
dan pelaporan APBN.

Dalam rangka perwujudan tata kelola APBN yang 
efektif, efisien, dan kredibel diperlukan Sumber 
Daya Manusia (SDM) pengelola APBN yang pro-
fesional dan berintegritas. Bendahara Penerimaan 
sebagai salah satu Pejabat Perbendaharaan Nega-
ra di tingkat Satuan Kerja, memiliki peran strategis 
dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan 
keuangan negara.

Seiring dengan dinamika proses bisnis pelaksanaan APBN dan perkembangan teknologi 
informasi yang sangat cepat, diperlukan kemampuan Bendahara Penerimaan dalam memper-
barui serta mengakselerasi pemahaman dan keahliannya. Untuk itu, diperlukan suatu media 
peningkatan kapasitas dan kapabilitas bagi para Bendahara Penerimaan yang sesuai dengan 
perkembangan terkini proses bisnis dan teknologi informasi di bidang keuangan negara.

Panduan teknis Bendahara Penerimaan ini diharapkan mampu berperan sebagai media pen-
ingkatan kapasitas Bendahara Penerimaan yang tersebar di seluruh Satuan Kerja Kementerian 
Negara/Lembaga dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas pengelolaan APBN. 

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Direktorat Sistem Perbenda-
haraan yang telah mewujudkan media pengembangan kapasitas Pejabat Perbendaharaan ini. 
Tak lupa saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh stakeholders/mitra 
kerja kami yang telah berkontribusi dalam penyusunan publikasi digital ini. Semoga kehadiran 
publikasi ini membawa manfaat yang sebesar-besarnya kepada bangsa Indonesia.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat-Nya dan mengiringi setiap 
langkah kita.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Jakarta,       Maret  2018

Direktur Jenderal Perbendaharaan

Marwanto Harjowiryono

SAMBUTAN DIREKTUR 
JENDERAL 
PERBENDAHARAAN

Assalamu’alaikum Wr. Wb., 
Salam Sejahtera,
Om Suwastiastu,
Namo Buddhaya,
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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan 
Yang Maha Esa atas selesainya Panduan Teknis 
Bendahara Penerimaan yang merupakan volume 
kelima dari Seri Digital Panduan Teknis Pejabat 
Perbendaharaan Negara. Sebelumnya telah hadir 
Panduan Teknis PPSPM (volume 1), Panduan Teknis 
PPK (volume 2), dan Panduan Teknis KPA (volume 
3).

Panduan Teknis ini didesain sebagai salah satu 
solusi dalam upaya peningkatan kapasitas penge-
lola keuangan pada satuan kerja pengelola APBN 
khususnya Bendahara Penerimaan serta perbaikan 
dan peningkatan pengelolaan keuangan yang 
le bih baik sesuai semangat menjaga kredibilitas 
APBN yang berkesinambungan.

Bendahara Penerimaan bertugas untuk menerima,
menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapa-
tan negara dalam rangka pelaksanaan APBN. Yang patut menjadi perhatian yaitu Bendahara 
Penerimaan bertanggung jawab secara pribadi terhadap uang yang dikelolanya. 

Sejalan dengan program go green  Kementerian Keuangan, panduan teknis ini disusun dan 
dikemas dalam bentuk Seri Digital Panduan Teknis Pejabat Perbendaharaan Negara. Selain itu, 
dapat membantu meningkatkan kapasitas Bendahara Penerimaan dengan biaya yang lebih 
murah, aksesibilitas yang tinggi, dan keterbatasan geografis dapat diatasi.

Saya juga mengapresiasi publikasi panduan teknis ini, sejalan dengan Program Literasi Per-
bendaharaan yang memiliki fokus pada Program Perbendaharaan Menulis. Panduan Teknis 
Bendahara Penerimaan kami harapkan bisa berkontribusi pada program yang menjadi tema 
utama Ditjen Perbendaharaan Tahun 2018.

Dengan selesainya penyusunan panduan teknis ini, kami mengucapkan terima kasih kepada 
pihak-pihak yang telah berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung. Bagaimana-
pun, panduan teknis ini tentu masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami sangat meng-
hargai kritik, saran, dan sumbangan pikiran dari seluruh pembaca guna memperbaiki kualitas 
panduan teknis ini ke depan.

Akhirnya, semoga keberadaan panduan teknis ini dapat memperkaya khasanah pengetahuan 
pembacanya, khususnya Bendahara Penerimaan, sebagai upaya menuju pengelolaan keua 
ngan negara yang lebih baik.

Jakarta,       Maret  2018
Direktur Sistem Perbendaharaan

R. M. Wiwieng Handayaningsih

Assalamu’alaikum Wr. Wb., 
Salam Sejahtera,

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
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Panduan Teknis Bendahara Penerimaan

PENDAHULUAN1
I. PENDAHULUAN 

Pengelolaan keuangan negara merupakan bagian dari instrumen pemerintah 

untuk mencapai tujuan bernegara yang dicita-citakan yaitu mewujudkan 

masyarakat adil dan makmur. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, peraturan 

dan ketentuan mengenai pengelolaan keuangan negara disusun baik untuk 

proses bisnisnya maupun penyiapan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) 

terkait pengelolaan keuangan negara. SDM memainkan peranan penting dalam 

pengelolaan keuangan negara, baik dalam lingkup Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

Peranan penting dimaksud tercermin dari keterlibatan SDM tersebut dalam fungsi 

perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban keuangan.   

Aspek SDM dalam rangka pengelolaan APBN diatur di dalam Bab II Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang secara 

spesifik mengatur tentang Pejabat Perbendaharaan Negara. Di dalam regulasi 

tersebut, Pejabat Perbendaharaan Negara terdiri dari Pengguna Anggaran, 

Bendahara Umum Negara/Daerah, dan Bendahara Penerimaan/Pengeluaran. 

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, menguraikan lebih rinci 

cakupan Pejabat Perbendaharaan Negara yang tergolong Pengguna Anggaran, 

meliputi Pengguna Anggaran (PA) itu sendiri, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), 

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah 

Membayar (PPSPM), dan Bendahara Penerimaan/Pengeluaran. Dalam struktur 

organisasi pengelolaan keuangan Satuan Kerja (Satker), suatu Satker memiliki 

Pejabat Perbendaharaan Negara yang terdiri dari 1 (satu) KPA, 1 (satu) atau lebih 
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PPK, 1 (satu) orang PPSPM, dan 1 (satu) orang Bendahara Pengeluaran dan 

Bendahara Penerimaan (untuk Satker yang memiliki Penerimaan Negara Bukan 

Pajak (PNBP) Fungsional).  

Sebagai kelanjutan dari Seri Panduan Teknis Digital Pejabat Perbendaharaan 

Negara, juga dalam rangka menyediakan media peningkatan kapasitas Pejabat 

Perbendaharaan Negara dalam mengemban tugas dan wewenangnya dalam 

mengelola keuangan APBN di seluruh Satker, maka Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan (Ditjen Perbendaharaan) berinisiasi untuk menerbitkan publikasi 

digital yang dapat digunakan oleh salah satu Pejabat Perbendaharaan Negara, 

yaitu Bendahara Penerimaan. Pada Bab ini, disajikan berbagai informasi 

pendahuluan bagi para pembaca, mulai dari latar belakang, tujuan, sampai 

dengan ruang lingkup penulisan. 

II. LATAR BELAKANG 

Sebagai cerminan atas penerapan kaidah-kaidah yang baik (best practice) dalam 

pengelolaan keuangan negara, pengelolaan APBN seyogyanya dilaksanakan 

berlandaskan prinsip profesionalisme, transparansi (keterbukaan), dan 

akuntabilitas, serta berorientasi pada hasil, sebagaimana tercermin pada Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Untuk itu, diperlukan 

penguatan elemen SDM pengelola keuangan, yang pada tataran teknis 

diwujudkan antara lain melalui berbagai program peningkatan kapasitas Pejabat 

Perbendaharaan Negara. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Ditjen 
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Perbendaharaan sampai dengan akhir bulan Maret 2017, terdapat 95.659 Pejabat 

Perbendaharaan Negara yang tersebar pada 23.653 Satker di seluruh Indonesia. 

Jumlah tersebut tersebar secara geografis dari kota besar sampai dengan pelosok 

kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Dengan jumlahnya yang besar dan cakupan 

geografis yang sangat luas, peningkatan kapasitas melalui penyelenggaraan diklat 

saja tidak cukup dengan berbagai pertimbangan, antara lain efisiensi dan 

efektifitas. 

Salah satu solusi yang diinisiasi Ditjen Perbendaharaan dalam memberikan 

dukungan pengembangan kapasitas Pejabat Perbendaharaan Negara yaitu 

dengan menyusun sebuah Panduan Teknis Bendahara Penerimaan yang 

dipublikasikan secara elektronik. Publikasi elektronik ini diharapkan dapat 

mengatasi masalah cakupan geografis yang luas dan jumlah Pejabat 

Perbendaharaan yang sangat banyak. Dengan semangat go green, pemanfaatan 

teknologi buku digital diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas 

program peningkatan kapasitas Pejabat Perbendaharaan Negara. 

Panduan teknis ini disusun sebagai volume keempat dari Seri Panduan Teknis 

Digital Pejabat Perbendaharaan Negara. Selain karena pentingnya peran 

Bendahara Penerimaan dalam pengelolaan keuangan Satker sebagai 

“kepanjangan tangan” Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara yang 

ada di Satker dan bertanggung jawab terhadap penerimaan negara yang 

dikelolanya, Bendahara Penerimaan juga menjadi topik yang dipilih dalam rangka 

memperkaya Seri Panduan Teknis Digital Pejabat Perbendaharaan Negara yang 

sebelumnya telah mempublikasikan Panduan Teknis PPSPM dan PPK pada 

volume-volume sebelumnya. Dalam tataran teknis, Bendahara Penerimaan 
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bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan 

mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan 

APBN. Yang patut menjadi perhatian yaitu Bendahara Penerimaan bertanggung 

jawab secara pribadi terhadap uang yang dikelolanya.   

Selain dari peran penting Bendahara Penerimaan dalam pengelolaan APBN, 

beberapa permasalahan terkait penerimaan negara masih banyak yang 

disebabkan oleh kesalahan perhitungan penerimaan PNBP sehingga 

menyebabkan penerimaan negara lebih sedikit dari yang seharusnya. 

Kondisi di atas menunjukkan bahwa dibutuhkan strategi lebih lanjut dalam rangka 

meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran pada tingkatan Satker. Salah satu 

strategi yang perlu ditempuh dengan serius adalah peningkatan kapasitas Pejabat 

Perbendaharaan Negara yang merupakan elemen SDM dalam pengelolaan 

keuangan satuan kerja. Dengan jumlah Pejabat Perbendaharaan Negara yang 

sangat banyak dan tersebar di seluruh satker di Indonesia, maka dibutuhkan 

sebuah media peningkatan kapasitas alternatif selain dari pendidikan dan 

pelatihan yang selama ini menjadi moda utama dalam peningkatan kapasitas 

SDM. 

Dengan menerbitkan Panduan Teknis Bendahara Pengeluaran secara digital 

diharapkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dalam hal ini Direktorat Sistem 

Perbendaharaan dapat menyediakan alternatif berupa media peningkatan 

kapasitas yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh Pejabat 

Perbendaharaan Negara di seluruh Indonesia. Dengan memanfaatkan teknologi 

publikasi digital juga diharap biaya dalam memproduksi media peningkatan 
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kapasitas ini dapat ditekan dengan meminimalisir pencetakan konvensional yang 

menggunakan kertas dan membutuhkan biaya yang besar, sehingga efektivitas 

dan efisiensi peningkatan kapasitas Pejabat Perbendaharaan Negara dapat 

ditingkatkan. 

III. TUJUAN

Sebagai salah satu bagian dari Seri Panduan Teknis Digital Pejabat 

Perbendaharaan Negara, buku ini diharapkan dapat memenuhi tujuan-tujuan 

sebagai berikut: 

1. Referensi Bagi Bendahara Penerimaan

Panduan Teknis ini merupakan referensi tambahan bagi Bendahara 

Penerimaan untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya. Bendahara 

Penerimaan agar tetap mengacu pada referensi pokok/utama berupa 

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara, 

antara lain: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara 

Pelaksanaaan APBN, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 

190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, PMK Nomor 

162/PMK.05/2013 jo. PMK Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Kedudukan 
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dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola APBN, dan PMK 

Nomor 126/PMK.05/2016 jo. PMK Nomor 128/PMK.05/2017 tentang Tata 

Cara Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola APBN, 

beserta peraturan-peraturan teknis turunannya. 

Kehadiran Panduan Teknis Bendahara Penerimaan diharapkan dapat 

membantu Bendahara Penerimaan dalam melaksanakan tugas sehari-hari. 

Melalui panduan teknis ini diharapkan Bendahara Penerimaan dapat 

memperoleh pemahaman, pengetahuan, dan peningkatan kapasitas yang 

meliputi: konsep, peraturan perundang-undangan, dan aplikasi yang 

digunakan sesuai tugas dan wewenangnya. 

2. Bahan Pembinaan Kanwil dan KPPN

Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Perbendaharaan dan KPPN memiliki tugas dan 

fungsi pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan perbendaharaan sesuai 

lingkup kerjanya masing-masing. Sejalan dengan hal tersebut, hadirnya 

Panduan Teknis Bendahara Penerimaan dapat menjadi salah satu alternatif 

sumbangan atau bahan pembinaan bagi Kanwil Ditjen Perbendaharaan. 

3. Peningkatan Kapasitas Satuan Kerja

Peningkatan kapasitas SDM Pejabat Perbendaharaan Negara khususnya 

Bendahara Penerimaan diharapkan memberikan dampak pada penguatan 

pengelola keuangan pada Satker pengelola APBN. Panduan Teknis Bendahara 

Penerimaan disajikan secara mendasar, bertahap, dan rinci sehingga 
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memudahkan untuk dipahami, diharapkan dapat memberikan dampak 

signifikan terhadap peningkatan kinerja keuangan Satker ke arah yang lebih 

baik dan berkualitas. 

4. Tujuan Lainnya

Panduan Teknis ini dipublikasikan dalam bentuk digital (dalam format PDF) 

dengan tujuan untuk mendukung program pemerintah dalam gerakan 

efisiensi dan mempermudah distribusi untuk seluruh Bendahara Penerimaan 

di seluruh Indonesia. Diharapkan dengan penerbitan Panduan Teknis digital, 

keterbatasan akibat lokasi geografis dapat diatasi dengan kemudahan yang 

disediakan teknologi informasi dalam pencetakan dan distribusi. Dengan 

meningkatnya tingkat aksesibilitas Panduan Teknis ini, diharapkan Bendahara 

Penerimaan yang tersebar di seluruh Satker di wilayah Indonesia dapat 

memperoleh panduan ini dengan mudah dan tanpa biaya. 

IV. RUANG LINGKUP 

Target utama sebagai pembaca dari buku ini merupakan para Bendahara 

Penerimaan yang bertugas di Satker pengelola APBN. Selain itu, publikasi ini juga 

diharapkan dapat menjadi panduan bagi Bendahara Penerimaan dalam 

melaksanakan tugasnya sehari-hari. Oleh karena itu, konteks penulisan panduan 

ini adalah tugas dan wewenang Bendahara Penerimaan. Panduan Teknis ini 

disusun dengan mengacu kepada regulasi dan peraturan yang berlaku terkait 

tugas dan wewenang Bendahara Penerimaan dalam pengelolaan keuangan di K/L. 



PANDUAN TEKNIS 
BENDAHARA PENERIMAAN

BAB
PERAN BENDAHARA  

PENERIMAAN

2.1 Pejabat Perbendaharaan Negara
2.2    Tugas dan Wewenang Bendahara Pener-

imaan
2.3    Profil Bendahara Penerimaan Kementeri-

an/Lembaga 

2
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PERAN BENDAHARA 
PENERIMAAN2

BAB II PERAN BENDAHARA PENERIMAAN 

Seperti yang telah disampaikan pada Bab I, konteks buku ini terkait dengan tugas 

dan wewenang Bendahara Penerimaan dalam pengelolaan APBN. Tugas dan 

wewenang Bendahara Penerimaan meliputi menerima, menyimpan, 

menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang 

pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada Kantor/Satuan Kerja 

Kementerian Negara/Lembaga. Untuk memahami pentingnya peran Bendahara 

Penerimaan dalam pengelolaan APBN pada tingkat Satker, Bendahara 

Penerimaan perlu juga mengetahui mengenai hubungan tugas dan wewenangnya 

dengan Pejabat Perbendaharaan Negara lainnya, antara lain dengan KPA sebagai 

pimpinan dalam struktur pengelolaan keuangan Satker dan PPK sebagai pihak 

yang memerintahkan pembayaran kepada Bendahara Penerimaan. Pemahaman 

mengenai aspek ini dapat membantu Bendahara Penerimaan untuk 

mendapatkan gambaran mengenai prinsip saling uji (check and balance) dalam 

pengelolaan APBN pada tingkat Satker. 

Bab ini akan membahas struktur organisasi Pejabat Perbendaharaan Negara dan 

peranan Bendahara Penerimaan dalam pengelolaan APBN pada tingkat Satker. 

Aspek konseptual dari Pejabat Perbendaharaan Negara terutama hubungan 

antara KPA, PPK, dan Bendahara Penerimaan, akan mengawali bab ini. 

Selanjutnya, membahas mengenai tugas-tugas dan wewenang seorang 

Bendahara Penerimaan, termasuk cakupan pekerjaannya. Sebagai informasi 

tambahan, pada akhir dari bab ini disajikan profil Bendahara Penerimaan pada K/L 
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yang dihasilkan dari pemutakhiran database Pejabat Perbendaharaan Negara 

yang dilakukan oleh Ditjen Perbendaharaan sampai dengan tahun 2017. 

I. PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA 

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, 

pengelolaan APBN dilakukan oleh Pejabat Perbendaharaan Negara, yang 

merupakan orang yang memiliki tugas dan wewenang dalam pengelolaan 

keuangan yang ada pada setiap K/L sampai dengan Satker sebagai unit terkecil 

mulai dari fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. 

Secara konseptual, pondasi dari pengelolaan keuangan negara oleh Pejabat 

Perbendaharaan Negara yang menjadi ruh dari pengelolaan APBN adalah prinsip 

let the managers manage. Prinsip tersebut secara implisit digambarkan dalam 

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 

Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan 

keuangan negara, sebagian dari kekuasaan tersebut dikuasakan kepada Menteri 

Keuangan selaku Pengelola Fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan 

negara yang dipisahkan, serta kepada menteri/pimpinan lembaga selaku 

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang. Menteri/pimpinan lembaga merupakan 

Chief Operating Officer (COO) sedangkan Menteri Keuangan merupakan Chief 

Financial Officer (CFO). Dalam pelaksanaan anggaran, keduanya mempunyai 

kedudukan yang setara dalam rangka menjaga terlaksananya prinsip saling uji 

(check and balance), kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab, 
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serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam 

penyelenggaraan tugas pemerintah. 

No. Nama Jabatan Tugas dan Wewenang 

1 KPA Menyusun DIPA. 

Menetapkan PPK untuk melakukan 

tindakan yang mengakibatkan 

pengeluaran anggaran belanja negara. 

Menetapkan PPSPM untuk melakukan 

pengujian tagihan dan menerbitkan SPM 

atas beban anggaran belanja Negara. 

Menetapkan panitia/pejabat yang terlibat 

dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelola 

anggaran/keuangan. 

Menetapkan rencana pelaksanaan 

kegiatan dan rencana penarikan dana. 

Memberikan supervisi dan konsultasi 

dalam pelaksanaan kegiatan dan 

penarikan dana. 

Mengawasi penatausahaan dokumen dan 

transaksi yang berkaitan pelaksanaan 

kegiatan dan anggaran. 
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Menyusun laporan keuangan dan kinerja 

atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

2 PPK Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan 

dan rencana penarikan dana berdasarkan 

DIPA. 

Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia 

Barang/Jasa. 

Membuat, menandatangani dan 

melaksanakan perjanjian/kontrak dengan 

Penyedia Barang/Jasa. 

Melaksanakan kegiatan swakelola. 

Memberitahukan kepada Kuasa BUN atas 

perjanjian/kontrak yang dilakukannya. 

Mengendalikan pelaksanaan 

perjanjian/kontrak. 

Menguji dan menandatangani surat bukti 

mengenai hak tagih kepada negara. 

Membuat dan menandatangani SPP. 

Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian 

kegiatan kepada KPA. 

Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan 

kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara 

Penyerahan.
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Menyimpan dan menjaga keutuhan 

seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan. 

Melaksanakan tugas dan wewenang 

lainnya yang berkaitan dengan tindakan 

yang mengakibatkan pengeluaran 

anggaran belanja negara sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

3 PPSPM Menguji kebenaran SPP beserta dokumen 

pendukung. 

Menolak dan mengembalikan SPP, apabila 

SPP tidak memenuhi persyaratan untuk 

dibayarkan. 

Membebankan tagihan pada mata 

anggaran yang telah disediakan.  

Menerbitkan SPM. 

Menyimpan dan menjaga keutuhan 

seluruh dokumen hak tagih. 

Melaporkan pelaksanaan pengujian dan 

perintah pembayaran kepada KPA. 

Melaksanakan tugas dan wewenang 

lainnya yang berkaitan dengan 

pelaksanaan pengujian dan perintah 

pembayaran. 
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4 Bendahara 

Penerimaan 

Menerima dan menyimpan uang 

pendapatan negara. 

Menyetorkan uang pendapatan negara ke 

rekening Kas Negara secara periodik sesuai 

ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Menatausahakan transaksi uang 

pendapatan negara di lingkungan 

K/L/Satker. 

Menyelenggarakan pembukuan transaksi 

uang pendapatan negara. 

Mengelola rekening tempat penyimpanan 

uang pendapatan negara. 

Menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban bendahara kepada 

Badan Pemeriksa Keuangan dan Kuasa 

BUN. 

5 Bendahara 

Pengeluaran 

Menerima dan menyimpan uang 

persediaan. 

Melakukan pengujian tagihan yang akan 

dibayarkan melalui uang persediaan. 

Melakukan pembayaran yang dananya 

berasal dari uang persediaan berdasarkan 

perintah KPA. 
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Menolak perintah pembayaran apabila 

tagihan tidak memenuhi persyaratan 

untuk dibayarkan. 

Melakukan pemotongan/pemungutan dari 

pembayaran yang dilakukannya atas 

kewajiban kepada negara. 

Menyetorkan pemotongan/pemungutan 

kewajiban kepada Negara ke Rekening Kas 

Umum Negara. 

Menatausahakan transaksi uang 

persediaan. 

Menyelenggarakan pembukuan transaksi 

uang persediaan. 

Mengelola rekening tempat penyimpanan 

uang persediaan. 

Menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban bendahara kepada 

Badan Pemeriksa Keuangan dan Kuasa 

BUN. 

Menjalankan tugas kebendaharaan 

lainnya. 

Tabel 1. Tugas Pejabat Perbendaharaan Negara 
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Menteri/pimpinan lembaga, selaku PA, dapat menunjuk Kepala Satker untuk 

melaksanakan kegiatan K/L sebagai KPA dan menetapkan Pejabat 

Perbendaharaan Negara lainnya. Jabatan KPA tersebut bersifat ex-officio, atau 

dalam kata lain, jabatan KPA melekat kepada jabatan Kepala Satker. Apabila 

jabatan KPA berakhir atau mengalami pergantian pejabat maka Pejabat 

Perbendaharaan Negara yang ditunjuk juga berakhir masa jabatannya. 

 

Gambar 1 di bawah ini merupakan ilustrasi struktur pengelolaan keuangan di 

Satuan Kerja. Dalam kewenangannya menetapkan Pejabat Perbendaharaan 

Negara lainnya, KPA memiliki wewenang, antara lain menetapkan PPK untuk 

melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara, 

dan menetapkan PPSPM untuk melakukan pengujian tagihan dan menerbitkan 

SPM atas beban anggaran belanja negara1. Sedangkan yang memiliki kewenangan 

mengangkat Bendahara Penerimaan dan/atau Pengeluaran untuk melaksanakan 

anggaran pendapatan/belanja negara yaitu Kepala Satker.  

Prinsip check and balance di antara Pejabat Perbendaharaan Negara merupakan 

salah satu perubahan mendasar yang tidak ada sebelum Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ditetapkan. Prinsip saling uji 

antara K/L dan Kementerian Keuangan selaku pengelola fiskal pada tingkat 

pemerintahan, dan antara KPA dengan Bendahara Pengeluaran pada tingkat 

Satker merupakan hal yang baru diperkenalkan setelah Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2004 ditetapkan. Selain prinsip saling uji, menteri/pimpinan lembaga dan 

KPA pada Satker melakukan fungsi-fungsi manajemen yang merupakan 

                                                             
1 Pasal 8 PP No. 45 Tahun 2013. 
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representasi siklus anggaran, yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan 

pertanggungjawaban. 

Gambar 1. Struktur Pengelola Keuangan Negara 

Struktur kelembagaan dan tata kerja Pejabat Perbendaharaan Negara selanjutnya 

di rinci secara detil pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan PMK No. 

190/PMK.05/2012. Dalam PMK tersebut, diatur bahwa untuk 1 (satu) DIPA, KPA 

dapat menetapkan 1 (satu) atau lebih PPK2 dan 1 (satu) PPSPM3, dan untuk 

melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran 

pendapatan/belanja, Menteri/Pimpinan Lembaga mengangkat Bendahara 

2 Pasal 11 ayat (2) PP No. 45 Tahun 2013. 
3 Pasal 14 ayat (2) PP No. 45 Tahun 2013. 
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Penerimaan dan/atau Pengeluaran di setiap Satker serta menegaskan bahwa 

kewenangan pengangkatan Bendahara Pengeluaran dapat didelegasikan kepada 

Kepala Satker. Sesuai dengan pasal 22 ayat (1) dan (2) PMK No. 

190/PMK.05/2012. 

Selain mengatur kewenangan pengangkatan oleh KPA, dalam PMK tersebut juga 

mengatur mengenai perangkapan jabatan dalam struktur Pejabat 

Perbendaharaan Negara pada Satker. Lebih jauh, dalam rangka memenuhi prinsip 

check and balance, mengatur bahwa jabatan Bendahara 

Penerimaan/Pengeluaran tidak dapat dirangkap oleh KPA, PPK atau PPSPM (pasal 

22 ayat (5)). Dalam hal terdapat keterbatasan jumlah pejabat/pegawai yang 

memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat Perbendaharaan Negara, 

dimungkinkan perangkapan fungsi Pejabat Perbendaharaan Negara dengan 

memperhatikan pelaksanaan prinsip saling uji (check and balance). Untuk 

perangkapan jabatan yang diperbolehkan ketentuan ini, yaitu perangkapan 

jabatan KPA sebagai PPK atau PPSPM, dan namun tidak memperkenankan PPK 

merangkap sebagai PPSPM. 

Jabatan & 

Perangkapan 
KPA PPK PPSPM 

Bendahara 

Penerimaan 

Bendahara 

Pengeluaran 

KPA √ √ X X 

PPK √ X X X 

PPSPM √ X X X 

Bendahara 

Penerimaan 
X X X 

X 

Keterangan :

√ = dimungkinkan
adanya
perangkapan
jabatan

X = di antara
jabatan 
tersebut tidak
boleh saling
merangkap
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Bendahara 

Pengeluaran 
X X X X 

Tabel 2. Perangkapan Pejabat Perbendaharaan Negara 

Kesimpulannya, sebagai seorang manajer keuangan pada tingkat Satker, seorang 

KPA diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan pada tingkat Satker 

dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku. Sebagai seorang manajer, KPA 

dibantu oleh PPK dalam hal membuat tindakan yang mengakibatkan pengeluaran 

negara dan di sisi lain menunjuk PPSPM dalam menguji tagihan atas beban APBN. 

Dengan kata lain PPK dan PPSPM menerima delegasi wewenang dari KPA terkait 

pengelolaan keuangan Satker. Sedangkan Kepala Satker mengangkat Bendahara 

Penerimaan dan/atau Pengeluaran dalam rangka melaksanakan APBN. 

II. TUGAS DAN WEWENANG BENDAHARA PENERIMAAN

Belanja Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, 

menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang 

Pendapatan Negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/Satuan Kerja 

Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Non-kementerian 4 . Sama seperti 

Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan secara fungsional 

bertanggungjawab kepada Kuasa BUN dan secara pribadi bertanggung jawab atas 

4 PP Nomor 45 Tahun 2013 
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seluruh uang/surat berharga yang dikelolanya dalam rangka pelaksanaan APBN5. 

Bendahara Penerimaan memiliki tugas : 

1. Menerima dan menyimpan uang Pendapatan Negara; 

2. Menyetorkan uang Pendapatan Negara ke rekening Kas Negara seacar 

periodic sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; 

3. Menatausahakan transaksi uang Pendapatan Negara di lingkungan 

Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja; 

4. Menyelengarakan pembukuan transaksi uang Pendapatan Negara; 

5. Mengelola rekening tempat penyimpanan uang Pendapatan Negara; dan 

6. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban  bendahara kepada Badan 

Pemeriksan Keuangan dan Kuasa BUN. 

  

III. PROFIL BENDAHARA PENERIMAAN KEMENTERIAN/LEMBAGA 

 

1. Data yang Dikumpulkan 

 

Berdasarkan hasil pemutakhiran database Pejabat Perbendaharaan Negara 

pada Satker pengelola APBN yang diterima dari KPPN dan Kanwil Ditjen 

Perbendaharaan tahun 2016 (data diolah terakhir per 31 Maret 2017), Ditjen 

Perbendaharaan telah melakukan inventarisasi data Pejabat Perbendaharaan 

Negara pada K/L berjumlah 22.060 dari total 23.653 Satker (data SPAN per 

tanggal 31 Desember 2016) atau 93,27%. Dari 22.060 Satker tersebut, 

                                                             
5 Pasal 4 PMK 162/PMK.05/2013 
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terdata 22.060 KPA, 25.545 PPK, 21.012 PPSPM, 3.465 Bendahara 

Penerimaan, dan 20.956 Bendahara Pengeluaran.

Gambar 2. Jumlah Bendahara Penerimaan 

2. Usia dan Golongan Bendahara Penerimaan

Secara Usia, Bendahara Penerimaaan berada pada beberapa kelompok, 

yaitu: 

Usia Jumlah Persentase 

19-30 679 21% 

31-40 1.513 46% 

41-50 731 22% 

>51 342 10% 

Tabel 3. Persentase Bendahara Penerimaan berdasarkan usia 

Satuan Kerja
23.653

Bendahara 
Penerimaan

3.265
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Gambar 3. Komposisi Umur Bendaharaa Penerimaan 

Sedangkan secara golongan, Bendahara Penerimaan berada pada beberapa 

kelompok golongan, yaitu : 

Golongan Jumlah Persentase 

I 14 0.43% 

II 1.386 42.43% 

III 1.847 56.59% 

IV 18 0.55% 

Tabel 4. Persentase Bendahara Penerimaan berdasarkan Golongan 

19-30
21%

31-40
47%

41-50
22%

>51
10%

Umur Bendahara Penerimaan

19-30 31-40 41-50 >51



24 Panduan Teknis Bendahara Penerimaan

Gambar 4. Komposisi  Bendahara Penerimaan berdasarkan Golongan 

3. Pendidikan dan Pelatihan Bendahara Penerimaan

Untuk dapat diangkat menjadi bendahara penerimaan, sama halnya dengan 

bendahara pengeluaran, harus memenuhi beberapa syarat, yaitu : 

a. Berstatus Pegawai Negeri Sipil 

b. Pendidikan minmal SLTA atau sederajat

c. Golongan Minimal II/b atau sederajat

Gol I
0%

Gol II
42%

Gol III
57%

Gol IV
1%

Golongan Bendahara 
Penerimaan

Gol I Gol II Gol III Gol IV



25Panduan Teknis Bendahara Penerimaan

 
 

Pendidikan Jumlah Persentase 

SLTA dan sederajatnya 1193 37% 

Diploma 464 14% 

Sarjana dan sederajatnya 1476 45% 

Magister 132 4% 

Tabel 5. Persentase Bendahara Penerimaan berdasarkan Pendidikan 

 

 

Gambar 5. Persentase Bendahara Penerimaan erdasarkan Pendidikan 

 

 

 

SLTA
37%

Diploma
14%

Sarjana
45%

Magister
4%

Pendidikan Bendahara 
Penerimaan

SLTA Diploma Sarjana Magister
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BAB III PEMAHAMAN DASAR TUGAS BENDAHARA PENERIMAAN 

Bab ini membahas pokok-pokok atau ketentuan mendasar yang harus dipahami 

oleh Bendahara Penerimaan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan 

wewenangnya. Dengan membaca bab ini, pembaca diharapkan: 

1. Mengetahui ketentuan umum, khusus, dan lain-lain terkait pelaksanaan tugas 

Bendahara Penerimaan; 

2. Memahami berbagai istilah dalam pelaksanaan APBN secara umum; 

3. Memahami struktur dan kodifikasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK); 

4. Memahami dan mampu menggunakan Bagan Akun Standar (BAS) yang tepat;

5. Memahami dan mengimplementasikan ketentuan dan batasan standar biaya

APBN; 

6. Memahami proses sertifikasi bendahara; 

7. Memahami prosedur pengangkatan, serah terima jabatan, dan 

pemberhentian Bendahara Penerimaan; 

8. Memahami prosedur pengelolaan rekening Bendahara Penerimaan; 

9. Memahami alur pembayaran kepada pihak ketiga/pihak penerima; 

10. Memahami jenis dokumen yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan. 



PANDUAN TEKNIS 
BENDAHARA PENERIMAAN

BAB
PEMAHAMAN DASAR TUGAS
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Bendahara Penerimaan

3.2     Aturan dan Ketentuan Lainnya Terkait Tugas 
Bendahara Penerimaan

3.3     Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
3.4     Bagan Akun Standar (BAS)
3.5     Sistem Penerimaan Negara
3.6     Sertifikasi Bendahara
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berhentian Bendahara Penerimaan

3.8     Pengelolaan Rekening Bendahara Penerimaan
3.9     Dokumen yang Harus Dipahami Bendahara 

Penerimaan 
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PEMAHAMAN DASAR3 TUGAS BENDAHARA PENERIMAAN

BAB III PEMAHAMAN DASAR TUGAS BENDAHARA PENERIMAAN 

Bab ini membahas pokok-pokok atau ketentuan mendasar yang harus dipahami 

oleh Bendahara Penerimaan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan 

wewenangnya. Dengan membaca bab ini, pembaca diharapkan: 

1. Mengetahui ketentuan umum, khusus, dan lain-lain terkait pelaksanaan tugas

Bendahara Penerimaan;

2. Memahami berbagai istilah dalam pelaksanaan APBN secara umum;

3. Memahami struktur dan kodifikasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK);

4. Memahami dan mampu menggunakan Bagan Akun Standar (BAS) yang tepat;

5. Memahami dan mengimplementasikan ketentuan dan batasan standar biaya

APBN;

6. Memahami proses sertifikasi bendahara;

7. Memahami prosedur pengangkatan, serah terima jabatan, dan

pemberhentian Bendahara Penerimaan;

8. Memahami prosedur pengelolaan rekening Bendahara Penerimaan;

9. Memahami alur pembayaran kepada pihak ketiga/pihak penerima;

10. Memahami jenis dokumen yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan. 
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I. ATURAN UMUM KEUANGAN NEGARA DAN TUGAS BENDAHARA 

PENERIMAAN 

Bendahara Penerimaan merupakan salah satu Pejabat Perbendaharaan Negara 

yang memegang peranan sangat krusial di Satuan Kerja, khususnya dalam 

mengelola penerimaan negara. Dalam siklus anggaran, khususnya pada tahap 

pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran akan kita jumpai peran dari 

Bendahara Penerimaan. Karena penting dan luasnya cakupan kerja Bendahara 

Penerimaan maka Bendahara Penerimaan seharusnya dapat menjalankan tugas 

dan kewenangannya dengan baik. 

Dalam melaksanakan tugasnya, hal mendasar yang harus dipahami oleh seorang 

Bendahara Penerimaan adalah mengetahui dan memahami ketentuan-ketentuan 

mengenai pengelolaan keuangan APBN, perbendaharaan negara, sampai dengan 

ketentuan yang mengatur teknis operasional. 

Adapun ketentuan-ketentuan yang perlu dipahami oleh seorang Bendahara 

Penerimaan yaitu antara lain: 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara

Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara;
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5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.05/2015 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Perwakilan 

Republik Indonesia di Luar Negeri; 

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan 

dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016; 

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun 

Standar; 

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem 

Penerimaan Negara Secara Elektronik;  

9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2014 tentang 

Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban 

Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara. 

 

 

II. ATURAN DAN KETENTUAN LAINNYA TERKAIT TUGAS BENDAHARA 

PENERIMAAN 

Selain peraturan umum terkait tugas-tugas Bendahara Penerimaan di atas, ada 

juga peraturan terkait tugas Bendahara Penerimaan di unit-unit atau 

kementerian/lembaga tertentu yang spesifik dan diatur secara khusus, ataupun 
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peraturan yang tidak berkaitan dengan tugas Bendahara Penerimaan tetapi harus 

dipahami oleh Bendahara Penerimaan, antara lain sebagai berikut:      

1. UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak; 

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara Pada 

Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.05/2015 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pada Perwakilan

Republik Indonesia di Luar Negeri;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.05/2016 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.05/2017;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.02/2016 tentang Petunjuk

Penyusunan dan Pengisian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2017 tentang Tata Cara

Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.02/2017;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk

Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian

Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;

8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2014 tentang

Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban
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Bendahara pada Badan Layanan Umum serta Verifikasi Laporan 

Pertanggungjawaban Bendahara. 

9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-23/PB/2017 tentang

Petunjuk Teknis Sertifikasi Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara. 

III. DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran yang digunakan sebagai acuan PA dalam melaksanakan kegiatan 

pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN6. DIPA disusun berdasarkan anggaran 

berbasis kinerja, dan dirinci menurut klasifikasi fungsi, organisasi, dan jenis 

belanja7. Dokumen tersebut paling sedikit memuat informasi-informasi berupa: 

sasaran yang hendak dicapai; pagu anggaran yang dialokasikan; fungsi, program, 

kegiatan, dan jenis belanja; kantor bayar; rencana penarikan dana; dan rencana 

penerimaan dana 8 . DIPA digunakan oleh PA/KPA sebagai dasar pelaksanaan 

pembayaran9. DIPA merupakan dokumen yang memuat jumlah anggaran yang 

dialokasikan untuk suatu Satker dan merupakan dasar penggunaan APBN pada 

tingkat Satker. 

6  Pasal 1 angka 22 PP No. 45 Tahun 2013 
7  Pasal 30 PP No. 45 Tahun 2013. 
8  Pasal 31 PP 45 Tahun 2013. 
9  Pasal 36 ayat (2) PP No. 45 Tahun 2013. 
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DIPA terdiri atas beberapa bagian yang memuat informasi-informasi yang 

dibutuhkan sebagai dasar pencairan dana. Dasar hukum pengesahan DIPA setiap 

tahun dapat mengalami perubahan, antara lain perubahan format, nomenklatur, 

maupun pejabat yang berwenang mengesahkan. Peraturan terbaru terkait 

pengesahan DIPA yang berlaku pada saat buku ini disusun adalah PMK Nomor 

163/PMK.02/2016 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja 

Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Dan Pengesahan Daftar Isian 

Pelaksanaan Anggaran, yang mulai berlaku per 31 Oktober 2016. Dalam PMK 

tersebut dijelaskan bahwa DIPA terdiri atas: (1) DIPA Induk; dan (2) DIPA Petikan10. 

DIPA Induk adalah akumulasi dari DIPA per Satker yang disusun oleh PA menurut 

unit eselon I K/L yang memiliki alokasi anggaran (portofolio)11. DIPA Induk tidak 

berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau dasar pencairan 

dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum 

Negara12. Sementara, DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan 

Satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa 

Bendahara Umum Negara. DIPA Petikan terdiri atas13: 

1. Lembar Surat Pengesahan DIPA Petikan; 

2. Halaman I memuat Informasi Kinerja (IA) dan Sumber Dana (IB);

3. Halaman II memuat Rincian Pengeluaran;

10 Pasal 22 ayat (3) PMK No. 163/PMK.02/2016 tentang Petunjuk Penyusunan 
dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga 
Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. 
11 Pasal 1 angka 23 PMK No. 163/PMK.02/2016. 
12 Pasal 24 ayat (4) huruf c PMK No. 163/PMK.02/2016. 
13 Pasal 24 ayat (1) PMK No. 163/PMK.02/2016. 
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4. Halaman III memuat Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan; dan

5. Halaman IV memuat Catatan. 
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IV. BAGAN AKUN STANDAR (BAS) 

 

Seorang Bendahara Penerimaan pada dasarnya harus mengetahui dan 

memahami ketentuan-ketentuan mengenai pengelolaan keuangan negara. 

Ketentuan dimaksud antara lain pemahaman dan pengetahuan tentang Bagan 

Akun Standar (BAS). BAS merupakan kodefikasi dan klasifikasi yang disusun 

berdasarkan kaidah tertentu yang digunakan dalam proses perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.  

Pengaturan BAS lebih lanjut diatur antara lain pada PMK Nomor 

214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar dan Keputusan Dirjen 

Perbendaharaan Nomor KEP-658/PB/2017 trntang Perubahan atas Keputusan 

Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-617/PB/2017 tentang 

Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar. 

Bagan Akun Standar adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi 

keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam 

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan 

pemerintah14. BAS terdiri atas segmen-segmen dan atribut. Segmen adalah 

bagian dari BAS berupa rangkaian kode sebagai dasar validasi transaksi yang 

diakses oleh sistem aplikasi15. Sedangkan atribut adalah kode tambahan pada 

BAS yang mengacu pada Segmen16. 

                                                             
14  Pasal 1 angka 1 PMK No. 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar. 
15 Pasal 1 angka 6 PMK No. 214/PMK.05/2013. 
16 Pasal 1 angka 7 PMK No. 214/PMK.05/2013. 
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BAS tidak hanya bermanfaat pada saat pelaksanaan anggaran semata, namun 

dimulai saat perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban. BAS 

digunakan oleh K/L dan BUN sebagai pedoman dalam17: 

1. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga 

(RKA-KL)/Rencana Dana Penerimaan Bendahara Umum Negara (RDP-

BUN);

2. penyusunan DIPA;

3. pelaksanaan anggaran;

4. pelaporan keuangan Pemerintah Pusat; dan

5. proses validasi transaksi keuangan Pemerintah Pusat.

Pengisian kode akun pada pembuatan kuitansi dan pembukuan selain 

menyesuaikan dengan DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satker, Bendahara 

Penerimaan wajib berpedoman pada ketentuan BAS. Sehingga pengetahuan 

dan pemahaman BAS bagi Bendahara Penerimaan sangatlah penting untuk 

mengurangi kesalahan penggunaan kode akun tersebut. 

Struktur BAS meliputi 12 (dua belas) segmen sebagai berikut18: 

6. Segmen Satker 

Segmen Satker mencerminkan adanya unit yang bertanggung jawab dalam

pencatatan transaksi.

17 Pasal 4 PMK No. 214/PMK.05/2013. 
18 Bab II Lampiran PMK No. 214/PMK.05/2013. 
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7. Segmen KPPN

Segmen ini menunjukkan adanya fungsi tempat pemrosesan pembayaran

melalui kantor pelayanan perbendaharaan di bawah Ditjen

Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

8. Segmen Akun dibedakan menjadi beberapa kelompok, yaitu :

a. Akun APBN :

1) Estimasi Pendapatan;

2) Apropriasi Belanja;

3) Apropriasi Transfer;

4) Estimasi Penerimaan Pembiayaan; dan

5) Estimasi Penerimaan Pembiayaan. 

b. Akun DIPA :

1) Estimasi Pendapatan yang Dialokasikan;

2) Alotmen Belanja;

3) Alotmen Transfer;

4) Estimasi Penerimaan Pembiayaan yang Dialokasikan; dan

5) Alotmen Penerimaan Pembiayaan. 

c. Akun Komitmen :

1) Komitmen Belanja Pegawai;

2) Komitmen Belanja Barang;
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3) Komitmen Belanja Modal; 

4) Komitmen Belanja Bunga; 

5) Komitmen Belanja Subsidi; 

6) Komitmen Belanja Hibah; 

7) Komitmen Belanja Bantuan Sosial; 

8) Komitmen Belanja Lain-lain; dan 

9) Komitmen Transfer. 

 

d. Akun Realisasi : 

1) Realisasi Pendapatan LO (Laporan Operasional); 

2) Realisasi Pendapatan LRA (Laporan Realisasi Anggaran); 

3) Realisasi Beban; 

4) Realisasi Belanja; 

5) Realisasi Beban Transfer; 

6) Realisasi Transfer; 

7) Realisasi Penerimaan Pembiayaan; dan 

8) Realisasi Penerimaan Pembiayaan. 

e. Akun Transitoris : 

1) Penerimaan non anggaran; dan 
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2) Penerimaan non anggaran. 

f. Akun Neraca : 

1) Aset; 

2) Kewajiban; dan 

3) Ekuitas.  

9. Segmen Program  

Segmen program merupakan penjabaran kebijakan Kementerian 

Negara/Lembaga yang terdiri atas beberapa kegiatan.  

10. Segmen Output 

Segmen output akan melekat pada pelaksanaan dan pencapaian suatu 

kegiatan, sehingga output merupakan kombinasi dari kode kegiatan dan 

kode output, dengan atribut berupa kode fungsi, subfungsi, prioritas, dan 

satuan volume output. 

11. Segmen Dana  

Segmen dana mencerminkan adanya alokasi pelaksanaan anggaran yang 

berasal dari sumber dana tertentu dan memiliki cara penarikan dana yang 

sesuai dengan sumber dana tersebut. 

12. Segmen Bank 

Segmen Bank mencerminkan penggunaan rekening bank berbeda dalam 

pengelolaan anggaran oleh pemegang kas pemerintah yaitu Kuasa BUN 

yang dalam hal ini dilakukan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara selaku 

Kuasa BUN Pusat dan KPPN selaku Kuasa BUN Daerah. 
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13. Segmen Kewenangan

Dalam proses pelaksanaan anggaran, terdapat beberapa kewenangan

sebagai berikut: Kewenangan Kantor Pusat, Kantor Daerah, Dekonsentrasi,

Tugas Pembantuan, Desentralisasi, dan Urusan Bersama. 

14. Segmen Lokasi 

Lokasi menunjukkan tempat berlangsungnya kegiatan dan/atau penerima

dana. 

15. Segmen Anggaran

Dalam siklus pengelolaan APBN terdapat beberapa tahapan pencatatan

transaksi keuangan. Tahapan tersebut terdiri atas transaksi APBN, DIPA,

Realisasi, Pengembalian Realisasi, dan Penyesuaian Akrual. 

16. Segmen Antar Entitas

Segmen Antar Entitas merupakan segmen yang berisi Ditagihkan Kepada

Entitas Lain (Due to) dan Diterima Dari Entitas Lain (Due From) sebagai

lawan dari kode Satker untuk transaksi antar entitas. 

17. Segmen Cadangan

Kode cadangan saat ini belum digunakan. Kode ini disediakan jika nantinya

dalam pengembangan BAS ke depan akan membutuhkan segmen baru

yang belum tertampung dalam segmen kodefikasi BAS saat ini.

Rincian Struktur BAS dapat digambarkan sesuai tabel di bawah ini: 
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No Segmen Digit Uraian Atribut Pelaporan 

1 Satker 6 Kode Satker BA, Eselon I, 

Konsolidasi Satker 

2 KPPN 3 Kode KPPN Kode Kanwil Ditjen 

Perbendaharaan 

3 Akun 6 Kode Akun  

4 Program 3+2+2 Kode BA, 

Eselon I, 

Program 

 

5 Output 4+3 Kode Kegiatan, 

Output 

Kegiatan, Fungsi, 

Subfungsi, Satuan 

6 Dana 1+1+8 Kode Sumber 

Dana, Cara 

Tarik, No. 

Register 

No Register 

7 Bank 1+4 Kode Tipe 

Rekening, No. 

Rekening, Bank 

Kode KPPN 

8 Kewenangan 1 Kode 

Kewenangan 

 

9 Lokasi 2+2 Kode Propinsi, 

Kab/Kota 

 

10 Anggaran 1 Kode Anggaran  

11 Antar Entitas 6 Kode Antar 

Entitas 

 



48 Panduan Teknis Bendahara Penerimaan

12 Cadangan 6 Kode Cadangan Belum digunakan 

Tabel 6. Komponen Bagan Akun Standar 

V. SISTEM PENERIMAAN NEGARA 

Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke Kas Negara. Sedangkan 

Pendapatan Negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai 

penambah nilai kekayaan bersih. Penerimaan juga dapat diartikan sebagai 

seluruh pemasukan yang diterima dari kegiatan ekonomi yang menghasilkan 

uang tanpa dikurangi dengan total biaya produksi uang dikeluarkan, 

sedangkan pendapatan adalah total penerimaan setelah dikurangi dengan 

biara produksi. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Penerimaan Negara alah uang 

yang masuk ke Kas Negara, masih bersifat bruto yang belum diperhitungkan 

dengan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan penerimaan negara 

tersebut. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang 

ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk 

menampung seluruh penerimaan negara dan untuk membayar seluruh 

pengeluaran negara19 . Ada 3 jaluar yang digunakan untuk penatausahaan 

Penerimaan Negara agar masuk ke Kas Negara, yaitu : 

a. Melalui Bank/Pos Persepsi;

b. Melalui Bank Tunggal/Bank Indonesia;

c. Melalui potongan SPM/SP2D oleh KPPN. 

19 Pasal 1 ayat 3 PMK Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan 
Negara secara Elektronik 
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Saat ini sistem yang digunakan dalam penatausahaan penerimaan negara 

adalah sistem Modul Penerimaan Negara. Modul Penerimaan Negara adalah 

modul penerimaan yang memuat serangkaian prosedur mulai dari 

penerimaan, penyetoran, pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran 

sampai dengan pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan negara dan 

merupakan bagian dari Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.  

Sistem Penerimaan Negara melalui Modul Penerimaan Negara (MPN G-1) 

secara efektif diberlakukan mulai tahun 2007, dan terhitung sejak 27 Februari 

tahun 2014 dilakukan transaksi perdana melalui Modul Penerimaan Negara 

(MPN G-2) pada Bank Persepsi yang telah ditetapkan melaksanakan Sistem 

Penerimaan Negara secara elektronik, sehingga terdapat 2 (dua) sistem yang 

berjalan secara paralel, yaitu Modul Penerimaan Negara Generasi I (MPN G-1) 

dan Modul Penerimaan Negara Generasi II (MPN G-2). 

Salah satu perbedaan yang sangat mendasar antara kedua system MPN 

tersebut adalah penggunaan konsep billing.Untuk sistem MPN G-1 

menggunakan manual billing dan untuk sistem MPN G-2 menggunakan konsep 

electronic billingsystem (e-billing system).  Tata cara implementasi MPN G2 

akan dijelaskan pada bab selanjutnya. 
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VI. SERTIFIKASI BENDAHARA 

 

Sertifikasi bendahara adalah proses penilaian karakter, kompetensi, dan 

kemampuan atas keahlian dan keterampilan untuk menjadi bendahara yang 

dilakukan secara sistematis dan objektif melalui ujian sertifikasi. Seluruh 

bendahara penerimaan/pengeluaran/pengeluaran pembantu yang akan 

diangkat harus memiliki sertifikat bendahara yang diperoleh melalui proses 

sertifikasi bendahara. 

Sertifikasi bendahara merupakan amanat PP No. 45 Tahun 2013 dan Perpres 

No. 7 Tahun 2016. Dalam jangka waktu paling lambat 4 (empat) tahun 

terhitung sejak tanggal Perpres berlaku20  yaitu setelah tanggal 20 Januari 

2020, seluruh bendahara penerimaan/pengeluaran/pengeluaran pembantu 

yang akan diangkat harus memiliki sertifikat bendahara 21  yang diperoleh 

melalui proses sertifikasi bendahara. 

1. Tujuan Sertifikasi Bendahara 

Sertifikasi bendahara bertujuan untuk22: 

1. Menentukan kelayakan dan memberikan pengakuan atas 

kompetensi bendahara untuk melaksanakan tugas kebendaharaan 

dalam rangka pelaksanaan APBN; 

                                                             
20 Pasal 8 Perpres Nomor 7 Tahun 2016 
21 Pasal 21 ayat (2), Pasal 25 ayat (2), dan Pasal 27 ayat (2) PP Nomor 45 Tahun 2013. 
22 Pasal 2 PMK No. 126/PMK.05/2016 
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2. Meningkatkan dan menjamin pemeliharaan mutu kompetensi

bendahara untuk melaksanakan kebendaharaan dalam rangka

pelaksanaan APBN;

3. Meningkatkan profesionalisme bendahara dalam pengelolaan

keuangan negara; dan

4. Mendukung tercapainya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan

negara.

2. Persyarakatan Peserta Sertifikasi Bendahara

Persyaratan peserta Ujian Sertifikasi adalah sebagai berikut : 

1. PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian

Negara Republik Indonesia;

2. Pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat;

3. Golongan paling rendah II/b atau sederajat; dan

4. Telah mengikuti dan dinyatakan lulus Diklat Bendahara. 

3. Dokumen Persyaratan Pendaftaran

Dokumen persyaratan pendaftaran sertifikasi bendahara terdiri dari 

dokumen persyaratan umum dan dokumen persyaratan tambahan .  
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Dokumen persyaratan umum terdiri dari : 

1. Fotokopi Sertifikat Diklat Bendahara yang diterbitkan oleh BPPK yang 

telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian dengan 

format JPG/PDF; 

2. Surat usulan nama calon peserta Sertifikasi dari kepala Satker dalam 

bentuk hardcopy dan softcopy sesuai dengan format yang ditetapkan 

oleh Unit Penyelenggara; dan 

3. Pas foto berwarna terbaru (paling lama enam bulan terakhir) dengan 

latar belakang merah, ukuran 4x6 softcopy dengan format JPG. 

Dokumen persyaratan tambahan pendaftaran sertifikasi bendahara 

hanya digunakan pada masa peralihan . Dokumen persyaratan tambahan 

pendaftaran sertifikasi bendahara terdiri dari : 

1. Softcopy sertifikat Diklat Bendahara yang diterbitkan oleh lembaga 

diklat lainnya yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani 

kepegawaian dengan format PDF bagi calon peserta yang memiliki 

sertifikat diklat dimaksud; dan/atau 

2. Softcopy sertifikat profesi bendahara yang masih berlaku yang 

diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang telah dilegalisir 

oleh pejabat yang menangani kepegawaian dengan format PDF bagi 

calon peserta yang memiliki sertifikat profesi dimaksud. 

Dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, dipersyaratkan 

dalam hal calon peserta Sertifikasi tidak memiliki fotokopi sertifikat diklat 

bendahara yang diterbitkan oleh BPPK. 
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4. Alur Sertifikasi Bendahara

Alur sertifikasi bendahara berdasarkan PMK No. 128/PMK.05/2017 

menjadi sebagai berikut: 

Gambar 12. Alur Sertifikasi Bendahara 

5. Mekanisme Sertifikasi Bendahara

Mekanisme sertifikasi bendahara adalah sebagai berikut: 

1. Ujian Sertifikasi Internet-based Test (IBT)
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a. Dilaksanakan di manapun selama memiliki akses ke jaringan 

internet; 

b. Bagi Bendahara yang telah menjabat ≥ 2 tahun, yang: 

1) Telah memiliki sertifikat diklat bendahara yang diterbitkan 

oleh lembaga diklat selain BPPK atau memiliki sertifikat profesi 

yang diterbitkan LSP yang masih berlaku; atau 

2) Tidak memiliki sertifikat diklat bendahara yang diterbitkan 

oleh BPPK atau lembaga diklat lainnya, atau sertifikat profesi 

yang diterbitkan LSP yang masih berlaku. 

2. Ujian Sertifikasi Computer-based Test (CBT) Terintegrasi Penyegaran 

(Refreshment) 

a. Dilaksanakan di UPS yang memiliki akses ke jaringan intranet 

dan/atau internet; 

b. Bagi Bendahara yang telah menjabat < 2 tahun, yang: 

1) Telah memiliki sertifikat diklat bendahara yang diterbitkan 

oleh lembaga diklat selain BPPK atau memiliki sertifikat 

profesi yang diterbitkan LSP yang masih berlaku; atau 

2) Tidak memiliki sertifikat diklat bendahara yang diterbitkan 

oleh BPPK atau lembaga diklat lainnya, atau sertifikat profesi 

yang diterbitkan LSP yang masih berlaku. 

3. Ujian Sertifikasi Computer-based Test (CBT) Terintegrasi Diklat 

Bendahara 
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a. Dilaksanakan di BPPK atau K/L yang bekerjasama dengan BPPK

yang memiliki akses ke jaringan intranet dan/atau internet; 

b. Bagi Calon Bendahara yang tidak memiliki sertifikat diklat yang

diterbitkan oleh BPPK. 

4. Pengakuan (Konversi) Sertifikat Diklat/Profesi Bendahara

Bagi bendahara/calon bendahara yang memiliki salah satu dari

sertifikat sebagai berikut:

a. Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Bendahara yang diterbitkan

oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian 

Keuangan sebelum tanggal 20 Januari 2016;

b. Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Bendahara yang diterbitkan

oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan lainnya sebelum tanggal

20 Januari 2016;

c. Sertifikat Profesi Bendahara yang masih berlaku yang diterbitkan 

oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) sebelum tanggal 20 Januari

2016. 

VII. PENGANGKATAN, SERAH TERIMA JABATAN DAN PEMBERHENTIAN 

BENDAHARA PENERIMAAN

1. Pengangkatan Bendahara Penerimaan

Dalam melaksanakan anggaran belanja pada kantor/Satker di lingkungan 

Kementerian Negara/Lembaga, Menteri/Pimpinan Lembaga dapat 
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mengangkat Bendahara Penerimaan 23 . Kewenangan tersebut dapat 

didelegasikan kepada Kepala Satker 24 .  Dengan demikian, yang 

mendapatkan delegasi kewenangan untuk mengangkat Bendahara 

Penerimaan adalah Kepala Satker, bukan Kuasa Pengguna Anggaran 

(KPA).  

Syarat pengangkatan bendahara Penerimaan adalah sebagai berikut: 

1. PNS, prajurit TNI, atau anggota POLRI;

2. Pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat;

3. Golongan paling rendah II/b atau sederajat; dan

4. Memiliki Sertifikat Bendahara (khusus setelah masa peralihan

sertifikasi bendahara berakhir yaitu tanggal 20 Januari 2020).

Selama masa peralihan, Kepala Satker tetap dapat mengangkat seorang 

bendahara Penerimaan yang belum memiliki Sertifikat Bendahara. 

Namun apabila masa peralihan berakhir, hendaknya Kepala Satker hanya 

mengangkat bendahara Penerimaan yang telah memiliki Sertifikat 

Bendahara. 

Pengangkatan bendahara penerimaan harus dituangkan dalam surat 

keputusan. Pengangkatan tersebut tidak terikat periode tahun 

anggaran25. Dalam hal tidak terdapat perubahan pejabat yang diangkat 

sebagai Bendahara Penerimaan pada saat pergantian periode tahun 

23 Pasal 22 ayat (1) PP No. 45 Tahun 2013. 
24 Pasal 22 ayat (2) PP No. 45 Tahun 2013. 
25 Pasal 22 ayat (4) PP No. 45 Tahun 2013. 
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anggaran, pengangkatan Bendahara Penerimaan tahun anggaran yang 

lalu masih tetap berlaku26. 

2. Serah Terima Jabatan Bendahara Penerimaan

Jabatan bendahara penerimaan dapat berganti setiap waktu dengan 

berbagai penyebab, antara lain mutasi, meninggal, dalam proses 

pemeriksaan, atau kehendak Kepala Satker. Setiap pergantian bendahara 

penerimaan, maka harus dilakukan serah terima jabatan antara 

bendahara penerimaan yang lama kepada bendahara penerimaan yang 

baru, kecuali yang bersangkutan meninggal.  

Adapun langkah-langkah serah terima jabatan tersebut sebagai berikut: 

1. Bendahara Penerimaan yang lama menutup pembukuan per tanggal

serah terima;

2. Bendahara Penerimaan yang lama membuat berita acara pemeriksaan

kas dan serah terima (dapat melalui aplikasi pembukuan bendahara

yang digunakan, contohnya saat ini menggunakan aplikasi SAS modul

SILABI);

3. Bendahara Penerimaan menyiapkan seluruh dokumen yang akan

diserahkan kepada bendahara penerimaan yang baru;

26 Pasal 22 ayat (5) PP No. 45 Tahun 2013. 
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4. KPA/PPK atas nama KPA melakukan pemeriksaan kas baik fisik (uang 

tunai yang ada di brankas) maupun non fisik (uang di bank dan 

pembukuan); 

5. Bendahara Penerimaan yang baru melakukan pemeriksaan terhadap 

kelengkapan dokumen yang akan diserahkan dan kesesuaian isi berita 

acara baik uang di brankas maupun di bank beserta pembukuannya; 

6. Apabila ketiga pihak tersebut telah setuju, maka bendahara 

penerimaan yang lama, KPA/PPK atas nama KPA, dan bendahara 

penerimaan yang baru harus menandatangani Berita Acara 

Pemeriksaan Kas dan Serah Terima; 

7. Dengan demikian, tugas dan tanggung jawab selanjutnya secara resmi 

telah beralih kepada bendahara penerimaan yang baru.  

 

3. Pemberhentian Bendahara Penerimaan 

 

Bendahara Penerimaan dapat diberhentikan dari jabatannya apabila: 

1. Dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat; 

2. Dijatuhi hukuman yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap; 

3. Diberhentikan sebagai Pegawai Negeri; 

4. Sakit berkepanjangan; 

5. Meninggal dunia; atau 

6. Mutasi/berpindah tempat kerja. 
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VIII. PENGELOLAAN REKENING BENDAHARA PENERIMAAN

Salah satu tugas bendahara penerimaan yang harus dilakukan yaitu mengelola 

rekening, dalam hal ini rekening penerimaan. Rekening penerimaan adalah 

rekening giro pemerintah pada bank umum yang dipergunakan untuk 

menampung uang pendapatan negara untuk Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara pada SAtuan Kerja LIngkup Kementerian 

Negara/Lembaga27. Pengelolaan rekening dimaksud terdiri atas28: 

1. Pemberian Persetujuan Pembukaan Rekening;

2. Melakukan blokir rekening

3. Menutup rekenening; dan

4. Memperoleh informasi atas rekening

1. Pembukaan Rekening Bendahara Panerimaan

Pembukaan rekening pada Bank Umum dilakukan setelah mendapat 

perseujuan tertulis dari Kuasa BUD di Daerah dilakukan setelah mendapat 

persetujuan tertulis dari Kuasa BUN di Daerah29. Permohonan persetujuan 

pembukaan rekening penerimaan melampirkan : 

a. Surat permohonan persetujuan pembukaan rekening, memuat : 

27 Pasal 1 angka 10 PMK No. 182/PMK.05/2017. 
28 Pasal 3 PMK No. 252/PMK.05/2014. 
29 Pasal 5 ayat (1) PMK 182/PMK.05/2017 
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1. Tujuan penggunaan rekening; 

2. Sumber dana

3. Mekanisme penyaluran dana; dan

4. Perlakukan terhadap bunga/nisbah dan/atau jasa giro. 

b. Surat kuasa KPA/Kepala Satuan Kerja/Pimpinan BLU. 

Beberapa hal terkait Rekening Penerimaan dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Rekening Penerimaan dibuka dalam hal terdapat penerimaan

fungsional pada Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara/Lembaga

;

2. Dioperasikan sebagai Rekening bersaldo nihil yang seluruh

penerimaannya dilimpahkan ke Rekening Kas Umum Negara;

3. BLU dapat memiliki Rekening Penerimaan dalam hal BLU bertahap 

yaitu kondisi dimana Satuan Kerja belum sepenuhnya beroperasi 

sebagai BLU. 
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Gambar 13. Format Surat Permohonan Persetujuan Pembukuan Rekening 
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Gambar 14. Format Surat Permohonan Persetujuan Pembukuan Rekening 

secara Kolektif 
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Gambar 16. Format Surat Kuasa 
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Pemberian nama Rekening dilakukan oleh Kuasa BUN dan dicantumkan 

dalam surat persetujuan permohonan pembukaan Rekening. Pemberian 

nama Rekening tersebut dibuat sesuai ketentuan penamaan rejenung dan 

memperhatikan julah karakter penamaan rekening yang dimiliki oleh Bank 

Umum sesuai dengan tujuan pembukaan rekening serta penggunaan 

penyingkatan na,a Satuan Kerja yang disesuaikan dengan nomenklatur.  

 

Untuk kriteria penerimaan pada Rekening Penerimaan adalah 

menggunakan nama “BPN (kode KPPN mitra kerja) (nama kantor)”. 

Contoh : 
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Rekening Penerimaan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai 

Bandara Soekarno-Hatta mitra kerja KPPN Tangerang, diberikan penamaan 

sebagai berikut : 

BPN 127 KPPBC TMP SOEKARNO HATTA 

KPA/Kepala Satuan Kerja/Pimpinan BLU harus menyamapaikan laporan 

pembukaan rekening penerimaan kepada Kuasa BUN di Daerah paling 

lambat : 

a. 20 (dua puluh) hari kerja sejak terbitnya surat persetujuan pembukaan

Rekening; dan

b. 10 (sepuluh) hari kerja sejak pembukaan rekening pengelolaan kas

BLU dalam bentuk deposito.

2. Penutupan Rekening Bendahara Penerimaan

Kuasa BUN di daerah berwenang menutup Rekening milik Satuan Kerja 

lingkup Kementerian Negara/Lembaga paling lambat 1 (satu) tahun sejak 

Rekening dikategorikan sebagai Rekening Pasif 30.  

Pada dasarnya Rekening Pemerintah tidak diperkenankan untuk mengikuti 

ketentuan Rekening aktif maupun rekening asif sebagaimana Rekening 

umum pada Bank Umum. Pengkategorian Rekening pasif hanya berupa 

30 Pasal 30 ayat (1) PMK 182/PMK.05/2018 
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penanda atau pengklasifikasian Rekening pada data pengelolaan Rekening 

oleh Kuasa BUN. 

Pengkategorian Rekening milik satuan kerja lingkup Kementerian 

Negara/Lembaga sebagai rekening pasif, yaitu Rekening yang tidak 

terdapat transaksi debit atau transaksi kredit yang dilakukan oleh pemilik 

Rekening dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal transaksi 

terakhir. BErdasarkan hal tersebut, Rekening milik Satuan Kerja lingkup 

Kementerian/Lembaga harus selalu diperlakukan sebagai Rekeningaktif 

oleh Babk Umum sampai dengan ditutup oleh pihak Satuan Kerja lingkup 

Kementerian Negara/Lembaga selaku peilik Rekening atau diblokir/ditutup 

oleh Kuasa BUN. 
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Gambar 17. Format Surat Penutupan Rekening 
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IX. DOKUMEN YANG HARUS DIPAHAMI BENDAHARA PENERIMAAN

Salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh bendahara penerimaan yaitu 

mampu menjalankan sistem pengarsipan dokumen keuangan negara terkait 

pengelolaan kebendaharaan. Hal ini menandakan betapa pentingnya 

pengarsipan dokumen keuangan negara yang dilakukan oleh bendahara 

penerimaan. Dokumen keuangan negara merupakan dokumen resmi yang 

menjadi tanda bukti terjadinya penerimaan negara yang suatu saat dapat 

dimintakan oleh aparat penegak hukum dalam melakukan pemeriksaan.  

Untuk dapat melakukan pengarsipan yang baik, bendahara penerimaan harus 

memahami seluruh dokumen yang berada dalam pengelolaannya, termasuk 

dokumen keuangan negara. Dokumen tersebut dapat dikategorikan menjadi 

sebagai berikut: 

1. DIPA

2. Bukti Pungut/Bukti Potong

3. Bukti Setor (Surat Setoran Bukan Pajak)

4. SKTB

5. SKP4

6. Buku Bendahara Penerimaan

7. Laporan Saldo Rekening

8. Rekening koran

9. Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi

10. Konfirmasi Penerimaan Negara yang diterbitkan oleh KPPN

11. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Pengeluaran. 



PANDUAN TEKNIS 
BENDAHARA PENERIMAAN

BAB
PENGELOLAAN PENERIMAAN 

NEGARA BUKAN PAJAK 
(PNBP) FUNGSIONAL4

4.1 Penerimaan PNBP Fungsional
4.2     Penyetoran PNBP Fungsional
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PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA 4BUKAN PAJAK (PNBP) FUNGSIONAL
BAB IV PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

FUNGSIONAL

Pada bab IV ini akan membahas Pengelolaan PNBP fungsional yang 

dilaksanakan oleh Bendahara Penerimaan. Seperti dibahas pada bab 

sebelumnya tentang persiapan dokumen tentang Bendahara Penerimaan, 

tugas Bendahara Penerimaan adalah meliputi menerima, menyimpan, 

menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang 

pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada Kantor/Satuan Kerja 

Kementerian Negara/Lembaga. Setelah membaca bab ini, pembaca diharapkan 

untuk : 

1. Memahami tentang Penerimaan PNBP yang bersifat fungsional;

2. Memahami mekanisme penyetoran PNBP fungsional;

I. PENERIMAAN PNBP FUNGSIONAL 

PNBP Fungsional merupakan PNBP yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan 

Satuan Kerja yang bersumber dari pendapatan satuan kerja yang berhubungan 

dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja lingkup Kementerian/Lembaga. 

Bendahara Penerimaan menatausahakan semua uang yang dikelolanya baik 

yang sudah menjadi penerimaan negara maupun yang belum menjadi 

penerimaan negara. Penerimaan negara pada kantor/satker pada Kementerian 

Negara/Lembaga tidak dapat digunakan secara langsung untuk pengeluaran, 

kecuali diatur khusus dalam peraluran perundang-undangan tersendiri. 
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Bendahara Penerimaan dilarang menerima secara langsung setoran dari wajib 

setor, kecuali untuk jenis penerimaan tertentu yang diatur secara khusus dan 

telah mendapat persetujuan Menteri Keuangan. 

Pada saat sebelum MPN G2 diimplementasikan, Bendahara Penerimaan 

membuat SBS (Surat Bukti Setor) yang digunakan oleh Wajib Bayar/Setor untuk 

melakukan pembayaran ke bukti setor. Setelah MPN G2 diimplementasikan, 

Wajib Setor membuat kode billing sendiri untuk dilaksanakan pembayaran 

melalui channel pembayaran yang disediakan oleh Bank Umum. Dalam Hal 

kode billing dibuat oleh Satuan Kerja, Kementerian/Lembaga memberi fasilitas 

pembentukan kode billing diluar Simponi. Pada praktik di lapangan, lembar 

billing dicetak 2 kali, lembar pertama untuk Wajib Bayar/Setor sebagai dasar 

pembayaran ke channel yang sudah disediakan Bank Umum, lembar kedua 

disimpan oleh Bendahara Penerimaan untuk pelaksanaan pembukuan. 

 

 

II. PENYETORAN PNBP FUNGSIONAL 

 

Penyetoran PNBP Fungsional dilaksanakan secara mandiri oleh Wajib 

Bayar/Wajib Setor/yang mendapatkan pelayanan yang menghasilkan PNBP 

setelah mendapat kode billing. Untuk pendapatan yang diterima oleh 

Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan wajib mengelola pendapatan 

tersebut, termasuk penyetoran kepada Bank Umum. 
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1. Pembuatan Kode Billing

Sebelum mengenal pembayaran PNBP Fungsional secara elektronik, dokumen 

yang lebih dulu dikenal (familiar) dan digunakan untuk melakukan penyetoran 

adalah SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak). SSBP digunakan sebagai dokumen 

sumber pembayaran PNBP Fungsional. Untuk saat ini, pembayaran 

menggunakan SSBP sudah tidak dapat digunakan lagi setelah implementasi 

Modul Penerimaan Negara (MPN) G2. 

Penyetoran PNBP Fungsional diawali dengan pembuatan kode billing 

menggunakan Simponi dan selanjutnya disetorkan melalui kanal-kanal MPN G2 

yang telah disediakan oleh pemerintah. 

Langkah-langkah pembuatan billing adalah sebagai berikut : 

a. Pendaftaran Simponi

1) Buka alamat Simponi pada alamat, https://simponi.kemenkeu.go.id/
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2) Setelah itu akan ada halaman pendaftaran, klik “Daftar Pengguna”.  

 

 

3) Selanjutnya, bendahara harus mengisi seluruh form yang tersedia, 

 

Pada form ini, bendahara memilih tipe user, untuk pembayaran PNBP 

Fungsional, wajib dipilih User Billing Kementerian/Lembaga, agar pada 

saat pembuatan kode billing, akun yang akan dibayar tersedia. 

Selanjutnya diperbolehkan juga untuk memilih tipe user lain sesuai 

kebutuhan (User Billing SDA Non Migas dan User Billing Penerimaan 

Negara Lainnya). 
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Selanjutnya isian form yang terdapat tanda bintang (*) wajib diisi 

(bersifat mandatory). Setelah  mengisi sampai dengan isian terakhir 

(mengisi akun dan password), dan dipastikan bahwa isian benar maka 

klik tombol  “Daftar”, apabila masih perubahan data klik tombol 

“Batal”. Setelah selesai, selanjutnya akan ada informasi/notifikasi  
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4) Proses pendaftaran berhasil, Bendahara dipersilahkan cek email

masuk untuk melakukan aktivasi melalui link yang sudah dikirim

melalui email tersebut. 

b. Pembuatan Kode Billing

1) Untuk pembuatan kode billing, silahkan login pada alamat,

https://simponi.kemenkeu.go.id/ menggunakan username dan

password yang telah didaftarkan dan masuk pada email aktivasi.
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2) Setelah memasukan username dan password  akan muncul tampilan 

depan seperti tampilan berikut : 

 

 

Pada menu aplikasi di sisi kanan layer, terdapat 4 menu, yaitu : 

a. Beranda  

Menu Beranda menampilkan tampilan depan aplikasi berupa 

pilihan menu, profil bendahara, FAQ dan pilihan untuk keluar dari 

aplikasi. 

b. Billing 

Pada menu billing terdpat menu billing sesuai yang terdaftar 

untuk membuat kode billing. 

c. Manajemen User 

Pada manajemen user digunakan untuk mengubah password dan 

profil 

d. Manajemen Report 
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Pada menu manajemen report terdapat submenu untuk melihat 

realisasi penerimaan dari satker 

3) Untuk pembuatan billing PNBP Fungsional dapat dipilih menu “Billing”

dan pilih “Billing Kementerian Lembaga”

4) Setelah memilih “Pembuatan Billing (KL)” akan muncul tampilan

seperti dibawah ini.

Yang perlu diperhatikan pada saat pembuatan kode billing PNBP 

Fungsional adalah pemilihan Kelompok PNBP. Kelompok PNBP yang 

dipilih adalah Kelompok PNBP Fungsional, supaya pada saat pemilihan 

akun, akun-akun setoran yang bersifat Fungsional seperti pembayaran 

jasa, pembayaran tarif, dan lain-lain muncul. 
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5) Setelah memastikan data satker, kelompok PNBP dan mata uang 

benar, isi detail pembayaran dengan mengikut langkah berikut 

 

1. Isi kolom wajib bayar sesuai dengan data penyetor; 

2. Pilih jenis penerimaan dengan memilih tombol (…) sampai muncul 

pilihan akun yang dapat dipilih. 
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Pilih salah satu akun dengan cara double klik  pada uraian akun 

sampai kolom akun pada detail pembayaran terisi 

3. Masukkan jumlah setoran

4. Masukkan keterangan pembayaran, pada kolom ini bias diisi

dengan tujuan pembayaran. Misalnya “pembayaran jasa

Laboratorium”. 

5. Pastikan jumlah yang tertera pada kolom “Jumlah” dan “Jumlah

Pembayaran” adalah sama. 

6. Jika sudah memastikan bahwa semua adata yang diisi adalah

benar, maka pilih timbil “Simpan”. 

Hal yang perlu diperhatikan tentang pembayaran PNBP, adalah tarif 

yang sudah di tentukan oleh Kementerian/Lembaga masing-masing. 

Kementerian.Lembaga telah menentukan tarif untuk jenis jasa atau 

layanan tertentu. 

6) Setelah memilih bahwa data yang diisi telah benar, akan muncul kotak

dialog “Mohon Tunggu” seperti ini.
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Pada proses ini, aplikasi sedang membentuk kode billing, sehingga 

sebisa mungkin jangan keluar atau merefresh aplikasi. Setelah aplikasi 

berhasil membentuk kode billing, maka tampilan selanjutnya adalah 

sebagai berikut. 

7) Setelah pembuatan kode billing berhasil, maka tombol simpan,

berubah menjadi “Cetak”. Setelah dipilih, aplikasi secara otomatis
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akan membuat dokumen berekstensi “.pdf” yang bisa disimpan atau 

dicetak. 

 

 

 

 

8) Kode billing bisa dicetak atau dicatat untuk dijadikan dasar 

pembayaran ke kanal-kanal pembayaran. Kode billing yang tercantum 

berlaku selama 1 minggu sejak kode billing dibuat. 
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c. Penyetoran 

Tidak terdapat perbedaan penyetoran antara Pajak, PNBP Fungsional, 

PNBP Umum, maupun pembayaran pengembalian belanja. Wajib 

Setor/Wajib Bayar bisa menggunakan beberapa kanal yang disediakan oleh 

pemerintah, yaitu teller (over the counter), ATM, internet banking, dan 

Electronic Data Capture (EDC). Proses penyetoran dilaksanakan dengan 

memasukkan 15 kode billing (billing id). 
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PEMBUKUAN BENDAHARA PENERIMAAN 5

BAB V PEMBUKUAN BENDAHARA PENERIMAAN 

Bendahara Penerimaan memiliki karakteristik yang berbeda dengan Bendahara 

Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu. Untuk pelaksanaan 

pembukuannya juga sangat unik mengikuti kebijakan peneirmaan paka 

Kementerian/Lembaga masing masing. 

Mengingat hal tersebut perlu dijelaskan secara terperinci tentang Pembukuan 

Bendahara Penerimaan. Setelah membaca bab ini, pembaca diharapkan : 

1. Memahami Dokumen Sumber Pembukuan Bendahara Penerimaan;

2. Memahami Sistem Pembukuan Bendahara Penerimaan;

3. Memahami Jenis Buku-buku Bendahara Penerimaan;

4. Memahami Mekanisme Pembukuan Bendahara Penerimaan;

5. Memahami Tata Cara Perekaman Pembukuan Bendahara Penerimaan. 

I. DOKUMEN SUMBER PEMBUKUAN BENDAHARA PENERIMAAN 

Sama halnya dengan Bendahara Pengeluaran dan Pengeluaran Pembantu, 

Pembukuan Bendahara Penerimaan juga berasal dari Dokumen Sumber. 

Dokumen sumber Bendahara Penerimaan bermacam, terkait dengan 

mekanisme penerimaan pada masing-masing Kementerian/Lembaga. 

Dokumen sumber tersebut adalah : 
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1. DIPA, DIPA merupakan bagian yang penting dalam pekerjaan Bendahara

Penerimaan. Di dalam DIPA terdapat jumlah target penerimaan yang harus

dicapai oleh satuan kerja.

2. Bukti Setor. Kompilasi dari bukti setor merupakan masukan untuk transaksi

Bendahara Penerimaan, berdasarkan bukti potong dan setor, KPPN

melaksanakan pembukuan.

3. LPJ Bendahara Penerimaan. Bendahara wajib melaporkan Laporan

Pertanggungjawaban Penerimaan kepada Kuasa BUN di Daerah dan BPK.

4. Surat Hak Tagih atau dokumen yang dipersamakan. 

5. Laporan Saldo Rekening. Dalam hal Bendahara Penerimaan memiliki

pendapatan yang disimpan di Rekening Penerimaan sebelum disetor ke

Rekening Kas Negara, bendahara juga dapat membuka Rekening

Penerimaan dengan izin dari Kuasa BUN di Daerah. Sebagai bentuk

pertanggungjawabannya, Bendahara wajib melampirkan Laporan Saldo

Rekening pada LPJ Bendahara Penerimaannya.

6. Dokumen lainya yang diatur sesuai dengan Ketentuan masing-masing

Kementerian/Lembaga.

II. SISTEM PEMBUKUAN BENDAHARA PENERIMAAN

Mengingat karakter dan jenis penerimaan satker pada kementerian 

negara/lembaga adalah sangat beragam dimana PA/KPA bisa menetapkan 

jenis-jenis buku yang diperlukan, petunjuk pembukuan Bendahara Penerimaan 

ini bersifat umum dengan prinsip-prinsip sebagai berikut: 
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1. Harus  bisa membedakan setiap jenis uang yang ada apakah telah menjadi 

penerimaan negara atau belum; 

2. Harus bisa membedakan setiap jenis uang yang ada menunjukkan siapa 

yang mengelola uang tersebut. 

 

Untuk pembukuan Bendahara Penerimaan menggunakan sistem Pembukuan 

pada Aplikasi Sistem  Aplikasi Satker. 

 

 

III. BUKU-BUKU BENDAHARA PENERIMAAN 

 

Jenis-jenis buku yang dihasilkan atau dibutuhkan oleh Bendahara Penerimaan 

pada umumnya menggambarkan berbagai transaksi yang dihasilkan atau 

direkam. Jenis buku-buku Bendahara adalah sebagai berikut : 

1. Buku Kas Umum 

2. Buku Pengawasan Anggaran Pendapatan 

3. Buku Pembantu, terdiri dari : 

a. Buku pembantu berdasarkan sumber kas/jenis kas, meliputi : 

1) Buku Pembantu PNBP Umum 

2) Buku Pembantu PNBP Fungsional 

b. Buku pembantu berdasarkan penyimpanan/keberadaan kas, meliputi 

: 

1) Buku Pembantu Bank 
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2) Buku Pembantu Kas Tunai 

4. Buku Pembantu Perpajakan 

5. Buku Pembantu Dana Pihak Ketiga 

6. Buku Pembantu Lain-Lain 

 

 

IV. PETUNJUK PEMBUKUAN BENDAHARA PENERIMAAN 

 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, karakter dan jenis penerimaan satker 

pada kementerian negara/lembaga adalah sangat beragam dimana PA/KPA bisa 

menetapkan jenis-jenis buku yang diperlukan, petunjuk pembukuan Bendahara 

Penerimaan ini bersifat umum dengan prinsip-prinsip sebagai berikut: 

1. Harus bisa membedakan setiap jenis uang yang ada apakah telah menjadi 

penerimaan negara atau belum; 

2. Harus bisa membedakan setiap jenis uang yang ada menunjukkan siapa 

yang mengelola uang tersebut. 

Lebih jelasnya, tata cara pembukuan Bendahara penerimaan adalah sebagai 

berikut: 

1. Tata Cara Pembukuan Bendahara Penerimaan Yang Khusus 

Menangani PNBP 
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Dalam melaksanakan pembukuannya, bendahara penerimaan 

menggunakan buku-buku untuk mencatat transaksi dalam menangani 

PNBP. Buku-buku tersebut adalah: 

1. Buku Kas Umum 

2. Buku Pengawasan Anggaran Pendapatan

3. Buku Pembantu, terdiri dari :

a. Buku pembantu berdasarkan sumber kas/jenis kas, meliputi :

1) Buku Pembantu PNBP Umum 

2) Buku Pembantu PNBP Fungsional 

b. Buku pembantu berdasarkan penyimpanan/keberadaan kas,

meliputi :

1) Buku Pembantu Bank

2) Buku Pembantu Kas Tunai 

Adapun Adapun tata cara penggunaan dan pencatatan transaksi PNBP 

pada buku-buku tersebut akan dijelaskan di bawah ini. 

1. Pembukuan DIPA

Pembukuan dimulai ketika pada awal tahun anggaran, yaitu

membukukan penerimaan DIPA. Setelah diterima, DIPA dibukukan

sebagai target penerimaan PNBP. Pembukuan seterusnya mengikuti

siklus pekerjaan bendahara penerimaan mulai dari menerima PNBP

sampai dengan menyetorkannya ke rekening kas negara.

Sebagai ilustrasi, sebuah satker Universitas A, mempunyai target PNBP

berupa pendapatan uang pendidikan (Akun 423511) sebesar

Rp.1.200.000.000. Maka, bendahara penerimaan akan mencatat di 
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BPAP di kolom akun 423511 sebesar Rp.1.200.000.000 sebagai target 

PNBP. 

 

2. Pembukuan Menerima Secara Tunai PNBP Umum/PNBP Fungsional 

 

PNBP yang diterima secara tunai oleh bendahara penerimaan harus 

dibukukan. Penerimaan tunai PNBP dibuktikan dengan diterbitkannya 

Surat Bukti Setor (SBS). SBS merupakan bukti adanya penerimaan yang 

mempengaruhi saldo kas tunai dan buku pembantu PNBP. Selain itu 

karena sudah ada realisasi penerimaan maka dibukukan di Buku 

Pengawasan Anggaran Pendapatan. Dan posisi PNBP ini belum 

disetorkan ke kas negara. Sehingga pembukuannya adalah dibukukan 

disisi debet pada Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu (BP) Kas 

Tunai, BP PNBP Umum/BP PNBP Fungsional, dan Buku Pengawasan 

Anggaran Pendapatan (BPAP). Selain itu juga dicatat dikolom masih 

berupa bukti penerimaan di BPAP. 

Sebagai ilustrasi, pada tanggal 2 Januari 2014 bendahara penerimaan 

Universitas A menerima SBS pendapatan uang pendidikan (Akun 

423511) sebesar Rp.7.500.000. Maka pembukuannya adalah sebagai 

berikut: 

a. Dibukukan disisi debet di BKU sebesar Rp.7.500.000,- 

b. Dibukukan disisi debet di BP Kas Tunai sebesar Rp.7.500.000,- 

c. Dibukukan disisi debet di BP PNBP Fungsional sebesar 

Rp.7.500.000,- (jenis PNBP Fungsional). 
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d. Dibukukan di BPAP sebagai realisasi PNBP Akun 423511 sebesar

Rp.7.500.000,- di BPAP dan diisi kolom masih berupa bukti

penerimaan sebesar Rp.7.500.000,-.

3. Pembukuan Menyetorkan PNBP Umum/Fungsional Ke Rekening Kas

Negara

PNBP yang diterima oleh Bendahara Penerimaan harus segera 

disetorkan ke rekening kas negara. Bukti setoran tersebut adalah SSBP 

yang sudah sah. Penyetoran PNBP ke kas negara akan  mempengaruhi 

saldo kas tunai dan buku pembantu PNBP. Transaksi ini dicatat dicatat 

pada sisi kredit pada BP BKU, BP PNBP umum atau Buku Pembantu 

PNBP Fungsional sesuai dengan jenis PNBP. Dan karena sudah disetor 

ke kas negara maka Buku Pengawasan Anggaran Pendapatan diisi 

kolom sudah disetorkan. Sebagai ilustrasi, pada tanggal 2 Januari 2014 

bendahara penerimaan Universitas A menyetorkan pendapatan uang 

pendidikan (Akun 423511) sebesar Rp.7.500.000 ke kas negara 

dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP). Maka 

pembukuannya adalah sebagai berikut: 

a. Dibukukan disisi kredit di BKU sebesar Rp.7.500.000

b. Dibukukan disisi kredit di BP Kas Tunai sebesar Rp.7.500.000

c. Dibukukan disisi kredit di BP PNBP Fungsional sebesar

Rp.7.500.000 (jenis PNBP Fungsional)
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d. Diisi kolom di BPAP sudah disetorkan sebesar Rp.7.500.000, 

sehingga posisi yang masih berupa bukti penerimaan menjadi 0 

(nol). 

 

4. Pembukuan Penyetoran Ke Kas Negara PNBP Melalui Rekening 

Bendahara Penerimaan 

PNBP yang diterima melalui rekening bendahara penerimaan 

disetorkan ke kas negara dengan pemindahbukuan dari rekening 

bendahara penerimaan ke rekening kas negaradengan menggunakan 

bukti SSBP. Penyetoran PNBP ke kas negara akan mempengaruhi saldo 

kas di bank dan buku pembantu PNBP. Sehingga transaksi ini dicatat 

pada sisi kredit pada BP BKU, BP Bank, BP PNBP umum atau Buku 

Pembantu PNBP Fungsional sesuai dengan jenis PNBP. Dan karena 

sudah disetor ke kas negara maka Buku Pengawasan Anggaran 

Pendapatan diisi kolom sudah disetorkan. Sebagai ilustrasi, pada 

tanggal 6 Januari 2014 bendahara penerimaan Universitas A 

menyetorkan ke rekening kas negara melalui pemindahbukuan dari 

rekening bendahara penerimaan pendapatan uang pendidikan (Akun 

423511) sebesar Rp.20.000.000. Maka pembukuannya adalah sebagai 

berikut: 

a. Dibukukan disisi kredit di BKU sebesar Rp.20.000.000 

b. Dibukukan disisi kredit di BP Bank sebesar Rp.20.000.000 

c. Dibukukan disisi kredit di BP PNBP Fungsional sebesar 

Rp.20.000.000 (jenis PNBP Fungsional) 
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d. Diisi kolom di BPAP sudah disetorkan sebesar Rp.20.000.000

(akumulatif menjadi Rp.27.500.00) sehingga posisi yang masih

berupa bukti penerimaan menjadi 0 (nol).

5. Pembukuan Menerima SSBP Penerimaan PNBP Yang Disetorkan Oleh

Wajib Setor Ke Kas Negara

Bendahara penerimaan membukukan atas penerimaan PNBP yang 

disetorkan langsung oleh wajib setor ke rekening kas negara. 

Bendahara penerimaan hanya menerima bukti setoran tersebut 

berupa SSBP yang sah. PNBP yang disetorkan oleh wajib setor ke 

rekening kas negara tidak mempengaruhi kas di Bendahara 

Penerimaan. Sehingga SSBP ini dicatat sebagai realiasasi penerimaan 

PNBP atau debet di BPAP dan dicatat di kolom sudah disetorkan. 

Sebagai ilustrasi, pada tanggal 8 Januari 2014 bendahara penerimaan 

Universitas A menerima SSBP atas pendapatan uang pendidikan (Akun 

423511) sebesar Rp.10.000.000. Maka pembukuannya adalah sebagai 

berikut: 

a. Dibukukan di BPAP sebagai realisasi yang menambah pendapatan

uang Pendidikan Akun 423511 sebesar Rp.10.000.000 (akumulasi

menjadi Rp.37.500.000) dan

b. Diisi kolom di BPAP sudah disetorkan sebesar Rp.10.000.000

(akumulatif menjadi Rp.37.500.00) sehingga posisi yang masih

berupa bukti penerimaan tetap 0 (nol).

6. Pembukuan Penerimaan Lain-lain
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Pada dasarnya Bendahara wajib membukukan dan 

mempertanggungjawabkan seluruh uang yang diterimanya. Buku 

Pembantu Lain-lain ini digunakan untuk menampung kemungkinan 

terdapat transaksi penerimaan bendahara di luar penerimaan PNBP. 

Adapun tata cara pencatatannya disesuaikan dengan jenis transaksi di 

atas. 

2. Tata Cara Pembukuan Bendahara Penerimaan Yang juga Menangani

selain PNBP 

Bendahara Penerimaan selain mengelola PNBP juga dapat mengelola Uang 

lainnya terkait pengelolaan PNBP. Uang dimaksud antara lain dana pihak 

ketiga dan perpajakan. Atas transaksi yang terkait dengan uang tersebut, 

Bendahara Penerimaan juga harus membukukan uang tersebut 

berdasarkan dokumen sumber. Dalam melaksanakan pembukuannya, 

bendahara penerimaan menggunakan buku-buku untuk mencatat 

transaksi dalam menangani PNBP. Buku-buku tersebut adalah: 

1. Buku Kas Umum 

2. Buku Pengawasan Anggaran Pendapatan

3. Buku Pembantu, terdiri dari:

a. Buku pembantu berdasarkan sumber kas/jenis kas, meliputi:

1) Buku Pembantu PNBP Umum

2) Buku Pembantu PNBP Fungsional 

b. Buku pembantu berdasarkan penyimpanan/keberadaan kas,

meliputi:
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1) Buku Pembantu Bank

2) Buku Pembantu Kas Tunai 

3) Buku Pembantu Perpajakan

4) Buku Pembantu Dana Pihak Ketiga

5) Buku Pembantu Lain-Lain

Adapun tata cara penggunaan dan pencatatan transaksi PNBP pada buku-

buku tersebut akandijelaskan di bawah ini. 

1. Pembukuan DIPA

Pembukuan dimulai ketika pada awal tahun anggaran, yaitu

membukukan penerimaan DIPA. Setelah diterima, DIPA dibukukan

sebagai target penerimaan PNBP. Pembukuan seterusnya mengikuti

siklus pekerjaan bendahara penerimaan mulai dari menerima PNBP

sampai dengan menyetorkannya ke rekening kas negara. Sebagai

ilustrasi, sebuah satker Rumah Sakit B, mempunyai target PNBP

berupa Pendapatan Rumah Sakit dan Instansi Kesehatan Lainnya

(Akun 423211) sebesar Rp.10.000.000.000,-. Maka, bendahara

penerimaan akan mencatat di BPAP di kolom akun 423211 sebesar

Rp.10.00.000.000,- sebagai target PNBP. 

2. Pembukuan Menerima Secara Tunai PNBP Umum/PNBP Fungsional 

PNBP yang diterima secara tunai oleh bendahara penerimaan harus

dibukukan. Penerimaan tunai PNBP yang sudah jelas menjadi hak

negara dibuktikan dengan diterbitkannya Surat Bukti Setor (SBS). SBS

merupakan bukti adanya penerimaan yang mempengaruhi saldo kas

tunai dan buku pembantu PNBP. Selain itu karena sudah ada realisasi
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penerimaan maka dibukukan di Buku Pengawasan Anggaran 

Pendapatan. Dan posisi PNBP ini belum disetorkan ke kas negara. 

Sehingga pembukuannya adalah dibukukan disisi debet pada Buku Kas 

Umum (BKU), Buku Pembantu (BP) Kas Tunai, BP PNBP Umum/BP 

PNBP Fungsional, dan Buku Pengawasan Anggaran Pendapatan 

(BPAP). Selain itu juga dicatat dikolom masih berupa bukti penerimaan 

di BPAP. Sebagai ilustrasi, pada tanggal 2 Januari 2014 bendahara 

penerimaan RS B menerima SBS Pendapatan Rumah Sakit dan Instansi 

Kesehatan Lainnya (Akun 423211) sebesar Rp.10.000.000. Maka 

pembukuannya adalah sebagai berikut: 

a. Dibukukan disisi debet di BKU sebesar Rp.10.00.000,-

b. Dibukukan disisi debet di BP Kas Tunai sebesar Rp.10.00.000,-

c. Dibukukan disisi debet di BP PNBP Fungsional sebesar

Rp.10.000.000,- (jenis PNBP Fungsional). 

d. Dibukukan di BPAP sebagai realisasi PNBP Akun 423211 sebesar

Rp.10.00.000,- di BPAP dan diisi kolom masih berupa bukti

penerimaan sebesar Rp.10.000.000,-.

3. Pembukuan Menyetorkan PNBP Umum/Fungsional Ke Rekening Kas

Negara

PNBP yang diterima oleh Bendahara Penerimaan harus segera

disetorkan ke rekening kas negara. Bukti setoran tersebut adalah SSBP

yang sudah sah. Penyetoran PNBP ke kas negara akan mempengaruhi

saldo kas tunai dan buku pembantu PNBP. Transaksi ini dicatat dicatat

pada sisi kredit pada BP BKU, BP PNBP umum atau Buku Pembantu

PNBP Fungsional sesuai dengan jenis PNBP. Dan karena sudah disetor
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ke kas negara maka Buku Pengawasan Anggaran Pendapatan diisi 

kolom sudah disetorkan. 

Sebagai ilustrasi, pada tanggal 2 Januari 2014 bendahara penerimaan 

Rumah Sakit B menyetorkan Pendapatan Rumah Sakit dan Instansi 

Kesehatan Lainnya (Akun 423211) sebesar Rp.10.000.000. ke kas 

negara dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP). Maka 

pembukuannya adalah sebagai berikut: 

a. Dibukukan disisi kredit di BKU sebesar Rp.10.000.000

b. Dibukukan disisi kredit di BP Kas Tunai sebesar Rp. 10.000.000

c. Dibukukan disisi kredit di BP PNBP Fungsional sebesar Rp.

10.000.000 (jenis PNBP Fungsional)

d. Diisi kolom di BPAP sudah disetorkan sebesar Rp10.000.000,

sehingga posisi yang masih berupa bukti penerimaan menjadi 0

(nol).

4. Pembukuan Menerima PNBP Melalui Rekening Bendahara

Penerimaan

PNBP yang diterima secara melalui rekening bendahara penerimaan

harus dibukukan. Penerimaan melalui rekening bendahara

penerimaan dibuktikan dengan diterbitkannya SBS yaitu slip setoran 

bank. Surat Bukti Setor berupa slip setoran bank ini akan

mempengaruhi saldo kas di bank dan buku pembantu PNBP. Selain itu

karena sudah ada realisasi penerimaan maka dibukukan di Buku

Pengawasan Anggaran Pendapatan. Dan PNBP ini belum disetorkan ke

kas negara. Sehingga pembukuannya adalah dicatat pada sisi debet
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pada BKU, BP Bank, BP PNBP Umum/BP PNBP Fungsional, dan Buku 

Pengawasan Anggaran Pendapatan (BPAP). Selain itu juga dicatat 

dikolom masih berupa bukti penerimaan di BPAP. 

Sebagai ilustrasi, pada tanggal 10 Januari 2014 bendahara penerimaan 

Rumah Sakit B menerima SBS berupa slip setoran ke rekening 

bendahara penerimaan Pendapatan Rumah Sakit dan Instansi 

Kesehatan Lainnya (Akun 423211) sebesar Rp.25.000.000, Maka 

pembukuannya adalah sebagai berikut: 

a. Dibukukan disisi debet di BKU sebesar Rp.25.000.000

b. Dibukukan disisi debet di BP Bank sebesar Rp.25.000.000

c. Dibukukan disisi debet di BP PNBP Fungsional sebesar

Rp.25.000.000 (jenis PNBP Fungsional)

d. Dibukukan di BPAP sebagai realisasi yang menambah Pendapatan

Rumah Sakit dan Instansi Kesehatan Lainnya (Akun 423211)

sebesar Rp.25.000.000 di BPAP (akumulasi menjadi

Rp.35.000.000) dan diisi kolom masih berupa bukti penerimaan

sebesar Rp.25.000.000,-

5. Pembukuan Penyetoran Ke Kas Negara PNBP Melalui Rekening

Bendahara Penerimaan

PNBP yang diterima melalui rekening bendahara penerimaan

disetorkan ke kas negara dengan pemindahbukuan dari rekening

bendahara penerimaan ke rekening kas negara dengan menggunakan

bukti SSBP. Penyetoran PNBP ke kas negara akan mempengaruhi saldo

kas di bank dan buku pembantu PNBP. Sehingga transaksi ini dicatat
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pada sisi kredit pada BP BKU, BP Bank, BP PNBP umum atau Buku 

Pembantu PNBP Fungsional sesuai dengan jenis PNBP. Dan karena 

sudah disetor ke kas negara maka Buku Pengawasan Anggaran 

Pendapatan diisi kolom sudah disetorkan. 

Sebagai ilustrasi, pada tanggal 11 Januari 2014 bendahara penerimaan 

Rumah Sakit B menyetorkan ke rekening kas negara melalui 

pemindahbukuan dari rekening bendahara penerimaan pendapatan 

Rumah Sakit B. Maka pembukuannya adalah sebagai berikut: 

a. Dibukukan disisi kredit di BKU sebesar Rp.25.000.000

b. Dibukukan disisi kredit di BP Bank sebesar Rp.25.000.000

c. Dibukukan disisi kredit di BP PNBP Fungsional sebesar

Rp.25.000.000 (jenis PNBP Fungsional)

d. Diisi kolom di BPAP sudah disetorkan sebesar Rp.25.000.000

(akumulatif menjadi Rp.35.000.00) sehingga posisi yang masih

berupa bukti penerimaan menjadi 0 (nol).

6. Pembukuan Menerima SSBP Penerimaan PNBP Yang Disetorkan Oleh

Wajib Setor Ke Kas Negara

Bendahara penerimaan membukukan atas penerimaan PNBP yang 

disetorkan langsung oleh wajib setor ke rekening kas negara.

Bendahara penerimaan hanya menerima bukti setoran tersebut

berupa SSBP yang sah. PNBP yang disetorkan oleh wajib setor ke

rekening kas negara tidak mempengaruhi kas di Bendahara
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Penerimaan. Sehingga SSBP ini dicatat sebagai realiasasi penerimaan 

PNBP atau debet di BPAP dan dicatat di kolom sudah disetorkan. 

Sebagai ilustrasi, pada tanggal 15 Januari 2014 bendahara penerimaan 

Rumah Sakit B menerima SSBP atas Pendapatan Rumah Sakit dan 

Instansi Kesehatan Lainnya (Akun 423211) sebesar Rp.15.000.000,-. 

Maka pembukuannya adalah sebagai berikut: 

a. Dibukukan di BPAP sebagai realisasi yang menambah pendapatan

uang Pendidikan Akun 423211 sebesar Rp.15.000.000 (akumulasi

menjadi Rp.50.000.000) dan

b. Diisi kolom di BPAP sudah disetorkan sebesar Rp.15.000.000

(akumulatif menjadi Rp.50.000.00) sehingga posisi yang masih

berupa bukti penerimaan tetap 0 (nol).

7. Pembukuan Menerima Uang Dari Pihak Ketiga Yang Belum Menjadi

Hak Negara

PNBP yang diterima secara tunai oleh bendahara penerimaan harus

dibukukan, baik yang diterima secara tunai maupun yang diterima

melalui rekening penerimaan. Penerimaan Uang Dari Pihak Ketiga

yang belum menjadi hak negara belum dapat dianggap sebagai

realisasi penerimaan maka tidak dibukukan di Buku Pengawasan

Anggaran Pendapatan. Sehingga pembukuannya adalah dibukukan

disisi debet pada Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu (BP) Kas

Tunai/bank, BP Dana Pihak Ketiga Sebagai ilustrasi, pada tanggal 20

Januari 2014 bendahara penerimaan RS B menerima uang tunai dari

Pihak Ketiga sebesar Rp.5.000.000 dan sebesar Rp10.000.000,-
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melalui rekening penerimaan. Maka pembukuannya adalah sebagai 

berikut: 

a. Dibukukan disisi debet di BKU sebesar Rp.15.00.000,-

b. Dibukukan disisi debet di BP Kas Tunai sebesar Rp.5.000.000,-

c. Dibukukan disisi debet di BP Kas bank sebesar Rp.10.000.000,-

d. Dibukukan disisi debet di BP Dana Pihak Ketiga sebesar

Rp.15.000.000,-

Apabila dana pihak ketiga itu dibayarkan kepada pihak ketiga kembali 

atau dibayarkan kepada pihak yang berhak maka dibukukan di sisi 

kredit pada BKU, Buku Pembantu Kas/Bank dan Buku Pembantu Dana 

Pihak Ketiga. 

Dalam pembayaran kepada pihak ketiga dilakukan dengan 

menggunakan cek dimana cek tersebut belum dicairkan oleh 

penerima maka Bendahara Penerimaan bisa membuat Buku 

Pembantu Penampungan serta membukukannya pada BKU di sisi 

debet dan kredit (in-out), pada Buku Pembantu Dana Pihak Ketiga di 

sisi kredit dan pada Buku Pembantu Penampungan di sisi debet. 

Dalam hal dana pihak ketiga itu ditetapkan menjadi pendapatan 

negara maka dibukukan di sisi debet dan kredit di BKU, di sisi kredit 

pada Buku Pembantu Dana Pihak Ketiga, dan di sisi debet pada Buku 

Pembantu PNBP atau Perpajakan (tergantung jenisnya) dan di kolom 

bukti penerimaan pada posisi penerimaan pada Buku Pengawasan 

Anggaran Pendapatan. 
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Sebagai ilustrasi, pada tanggal 21 Januari 2014 bendahara penerimaan 

RS B mengembalikan kepada Pihak Ketiga sebesar Rp.1.000.000, 

Rp500.000,- ditetapkan sebagai setoran pajak, dan sisanya sebesara 

Rp13.500.000,- ditetapkan sebagai pendapatan negara. Maka 

pembukuannya adalah sebagai berikut: 

a. Pembukuan dana yang dibayarkan ke Pihak Ketiga

1) dibukukan di sisi kredit pada BKU, sebesar Rp1.000.000,-

2) dibukukan di sisi kredit pada Buku Pembantu Kas sebesar

Rp1.000.000,- dan

3) dibukukan di sisi kredit pada Buku Pembantu Dana Pihak

Ketiga sebesar Rp.1.000.000,-.

b. Pembukuan dana Pihak Ketiga yang Ditetapkan sebagai

Pendapatan Negara dan Pajak

1) Dibukukan disisi debet dan kredit di BKU sebesar

Rp.14.000.000,-

2) Dibukukan disisi debet pada BP Perpajakan sebesar

Rp.500.000,-

3) Dibukukan disisi debet di BP PNBP Fungsional sebesar

Rp.13.500.000,- (jenis PNBP Fungsional). 

4) Dibukukan di BPAP sebagai realisasi PNBP Akun 423211

sebesar Rp.13.500.000,- di BPAP dan diisi kolom masih

berupa bukti penerimaan sebesar Rp.13.500.000,-.

5) Dibukukan disisi kredit di BP Dana Pihak Ketiga sebesar

Rp.14.000.000,-
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8. Pembukuan Penerimaan Lain-lain

Pada dasarnya, Bendahara Penerimaan membukukan setiap uang

yang masuk dengan segera dan jelas jenisnya. Namun, untuk

mengantisipasi Bendahara Penerimaan yang menerima setoran uang

melalui rekening tanpa diketahui nama dan maksud penyetor,

Bendahara Penerimaan bisa membuat Buku Pembantu Lain-lain dan

membukukan berdasarkan rekening koran dengan tata cara sebagai

berikut:

a. Saat uang diterima melalui rekening maka dibukukan di sisi debet

pada BKU, Buku Pembantu Kas Bank, dan Buku Pembantu Lain-

lain.

b. Saat diketahui kejelasan uang dimaksud maka dibukukan di sisi

debet dan kredit pada BKU, di sisi kredit pada Buku Pembantu

Lain-lain, dan di sisi debet pada buku pembantu terkait. Dalam hal

uang tersebut termasuk dalam kategori pendapatan negara maka

juga dibukukan pada Buku Pengawasan Anggaran sesuai akun

terkait. 

V. PEMBUKUAN BENDAHARA PENERIMAAN 

Perekaman pembukuan bendahara pada aplikasi bendahara penerimaan 

dilaksanakan pada aplikasi SAS (Sistem Aplikasi Satuan Kerja). 

Sebelum bisa melaksanakan perekaman transaksi pembukuan pada aplikasi SAS, 

pemegang user admin aplikasi SAS pada satuan kerja harus merekam user 

bendahara terlebih dahulu. 
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Pada Aplikasi SAS, hal yang perlu diperhatikan sebelum merekam data/transaksi 

adalah : 

1. Data pada BPP harus tercatat untu tujuan pengisian referensi pada

perekaman user;

2. Persiapkan data (Nama, NIP dan SK) Pejabat Bendahara yang ditunjuk.

Langkah-langkah perekaman pada aplikasi Pembukuan Bendahara Penerimaan 

: 

1. Masuk menggunakan user yang sudah direkam pada user admin

2. Pada menu utama aplikasi pembukuan bendahara penerimaan terdapat

menu berikut :

a. Bendahara Penerimaan

Pada menu bendahara penerimaan terdapat beberapa sub menu,

yaitu :
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1) Submenu setting bendahara penerimaan untuk melakukan

setting bendahara penerimaan yaitu untuk memasukan jenis

bendahara penerimaan dan kode satker.

2) Sub menu saldo awal untuk mengisi saldo awal yang ada berada

di bendahara penerimaan. 



108 Panduan Teknis Bendahara Penerimaan

3) Sub menu RUH Transaksi 

• Perekaman Bukti Pungut

01. Target Penerimaan dalam DIPA

02. Surat Bukti Setor/SSPCP 

03. SSBP Setoran Bendahara

04. SSBP Setoran Langsung Wajib Setor

08. Bukti Penerimaan Lainnya

10. Slip Setoran

11. Slip Penarikan

14. Alih Penerimaan Lain-Lain ke PNBP 

16. Bukti Pengeluaran Lainnya. 

• Untuk melengkapi transaksi dengan NTPN yang sudah

didapatkan, dipilih detail.
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b. Menu Referensi disediakan untuk melengkapi data Bendahara 

Penerimaan, Pejabat, Rekening, dll

c. Utility digunakan untuk mengirimkan ADK LPJ Bendahara

d. Data Konfirmasi 

Menu ini untuk merekam data konfirmasi yang dilaksanakan di KPPN

e. Keluar
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PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN 6BENDAHARA PENERIMAANBAB VI PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA 

PENERIMAAN 

Setelah menyusun pembukuan, Bendahara Penerimaan Bertugas untuk 

menyampaikan Laporan Bendahara Penerimaan kepada Kuasa BUN dan BPK. 

Pada bab ini akan dijelaskan tentang penyusunan Laporan Bendahara 

Penerimaan. Setelah membaca bab ini, pembaca diharapkan : 

1. Memahami ketentuan umum penyusunan LPJ Bendahara Penerimaan. 

2. Memahami proses rekonsiliasi internal dengan Bendahara Pengeluaran

dan UAKPA. 

3. Pencetakan LPJ Bendahara Penerimaan melalui aplikasi pembukuan

bendahara penerimaan. 

I. KETENTUAN UMUM LPJ BENDAHARA PENERIMAAN 

Bendahara Penerimaan wajib menyusun laporan pertanggungjawaban (LPJ 

Bendahara) secara bulanan atas uang yang dikelolanya baik yang dalam bentuk 

rupiah maupun valas. Laporan pertanggungjawaban bendahara tersebut harus 

menyajikan informasi tentang: 

1. Keadaan pembukuan pada bulan pelaporan, meliputi saldo awal,

penambahan, penggunaan/pengurangan, dan saldo akhir dari buku-buku

pembantu;
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2. Keadaan kas pada akhir bulan pelaporan, meliputi uang tunai di brankas

dan saldo di rekening bank/pos;

3. Hasil rekonsiliasi internal (antara pembukuan bendahara dengan UAKPA);

dan

4. Penjelasan atas selisih (jika ada), antara saldo buku dan saldo kas.

LPJ Bendahara Penerimaan disusun berdasarkan Buku Kas Umum, buku-buku 

pembantu, dan Buku Pengawasan Anggaran yang telah diperiksa dan 

direkonsiliasi oleh Kepala Satker atau Pejabat yang bertugas melakukan 

pemungutan penerimaan Negara. LPJ Bendahara Penerimaan ditandatangani 

oleh Bendahara Penerimaan dan pejabat yang bertugas melakukan 

pemungutan penerimaan negara. 

LPJ Bendahara Penerimaan disampaikan kepada: 

1. Kepala KPPN yang ditunjuk dalam DIPA satker yang berada di bawah

pengelolaannya;

2. Menteri/Pimpinan Lembaga masing-masing; dan

3. Badan Pemeriksa Keuangan. 

LPJ Bendahara Penerimaan dengan dilampiri: 

1. Daftar Rincian Saldo Rekening yang dikelola Bendahara Penerimaan

2. Rekening koran, menyajikan data Rekening Penerimaan dan Rekening

Lainnya yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan; 

3. Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi;

4. Konfirmasi Penerimaan Negara yang diterbitkan oleh KPPN
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Penyampaian LPJ Bendahara Penerimaan dilaksanakan paling lambat tanggal 

10 (sepuluh) bulan berikutnya. Dalam hal tanggal 10 (sepuluh) jatuh pada hari 

libur, penyampaian LPJ Bendahara dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya. 

Apabila penyampaian LPJ Bendahara melampaui batas waktu tersebut di atas, 

KPPN mengenakan sanksi berupa penundaan penerbitan SP2D atas SPM-

UP/SPMTUP/ SPM-GUP maupun SPM-LS yang diajukan oleh Bendaha 

Pengeluaran. Sanksi tidak membebaskan Bendahara Penerimaan dari 

kewajiban untuk menyampaikan LPJ. 

II. REKONSILIASI INTERNAL

Kepala Satker atau Pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan 

negara Melakukan rekonsiliasi internal antara Laporan Keuangan UAKPA 

dengan pembukuan Bendahara Penerimaan 

untuk meneliti kesesuaian atas: 

1. Jumlah setoran penerimaan negara oleh Bendahara Penerimaan ke Kas

Negara;

2. Saldo penerimaan negara yang belum disetorkan oleh Bendahara

Penerimaan ke Kas Negara. 

Rekonsiliasi internal dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali pada akhir 

bulan berkenaan bersamaan dengan pemeriksaan kas dan hasil pemeriksaan 

kas dan rekonsiliasi internal dituangkan dalam berita acara. Format Berita Acara 

Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi Bendahara Penerimaan. 



114 Panduan Teknis Bendahara Penerimaan

Gambar 18. Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi 

III. PEMERIKSAAN KAS BENDAHARA PENERIMAAN

Dalam rangka penatausahaan kas Bendahara Penerimaan, Kepala Satker atau 

Pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara 

memastikan bahwa penerimaan negara telah disetor ke Kas Negara dan/atau 

telah disetor ke rekening yang dikelola Bendahara Penerimaan. 
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Kepala Satker atau Pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan 

negara melakukan pengamanan atas uang tunai yang ada di brankas Bendahara 

Penerimaan. Tujuan pemeriksanaan adalah untuk meneliti kesesuaian antara 

saldo buku dengan saldo kas. Pemeriksaan kas dilakukan pada saat: 

1. Terjadi pergantian Bendahara;

2. Sewaktu-waktu (apabila diperlukan). 

Pemeriksaaan kas Bendahara Penerimaan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali 

dalam satu bulan dan dapat dilaksanakan tanpa pemberitahuan terlebih 

dahulu. Sebagai bagian dari pemeriksaan kas, Pejabat yang bertugas melakukan 

pemungutan penerimaan negara melakukan monitoring atas 

kepastian/kepatuhan Bendahara Penerimaan dalam melakukan penyetoran 

penerimaan negara/pajak ke Kas Negara secara tepat jumlah dan tepat waktu. 

Hasil pemeriksaan kas Bendahara dituangkan dalam berita acara. 
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Gambar 19. Berita Acara Pemeriksaan Kas Bendahara Penerimaan 
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Gambar 20. Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Serah Terima Bendahara 

Penerimaan 
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IV. PENCETAKAN LPJ BENDAHARA PENERIMAAN MELALUI APLIKASI

PEMBUKUAN BENDAHARA PENERIMAAN

Seperti yang dibahas pada subbab sebelumnya, pencetakan LPJ Bendahara 

harus diawali dengan perekaman buku dan rekonsiliasi internal. Pada aplikasi 

bendahara penerimaan, langkah untuk pencetakan LPJ Bendahara 

Penerimaan adalah : 

1. Perekaman Berita Acara Rekonsiliasi dan Pemeriksaan Kas 

Pilih Menu LPJ Bendahara, Laporan, Berita Acara, lalu klik rekam

Beberapa hal yang perlu iisi adalah 

1) Nomor Berita Acara

2) Jenis Berita Acara
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3) Periode Rekonsiliasi

4) Posisi Uang tunai di brankas 

5) Posisi uang tunai di rekening

6) Jumlah Saldo penerimaan menurut UAKPA

7) Simpan

2. Pencetakan LPJ

Setelah mengisi Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi,

Bendahara Penerimaan mencetak LPJ Bendahara dengan memilih menu

Bendahara Penerimaan, Laporan dan LPJ Bendahara

Output dari laporan LPJ Bendahara akan keluar dan dapat dicetak. 
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PENATAUSAHAAN DOKUMEN7
BAB VII PENATAUSAHAAN DOKUMEN 

Bab ini membahas tentang tata cara penatausahaan dokumen yang 

dilaksanakan oleh Bendahara Penerimaan terkait dengan kegiatannya. Setelah 

membaca bab ini, pembaca diharapkan : 

1. Memahami Tata Cara Penatausahaan Surat-surat Berharga

2. Memahami Tata Cara Penetausahaan Arsip

I. PENATAUSAHAAN SURAT BERHARGA 

Pejabat Perbendaharaan bertanggungjawab atas penyelenggaran 

penatausahaan dokumen transaksi keuangan Pemerintah yang dilakukannya 

sesuai dengan  ketentuan peraturan perundag-undangan 31 . Dalam hal 

pengelolaan penerimaan negara bukan pajak yang bersifat fungsional, maka 

bendahara pengeluaran wajib melaksanakan penatausahaan surat atau 

dokumen yang berkaitan dengan hak tagih dan penyetoran ke Rekening Kas 

Negara. 

Masing-masing surat berharga tersebut mempunyai tahapan tersendiri dalam 

pengelolaan yang dilaksanakan oleh Bendahara Penerimaan. 

II. PENATAUSAHAAN ARSIP

31 Pasal 176 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 
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Arsip merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan 

media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang 

dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, Lembaga 

Pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan 

perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara32.  

Berdasarkan definisi tersebut, bendahara pengeluaran yang bertugas untuk 

menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan 

mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Negara dalam 

pelaksanaan APBN pada Kantor/Satker Kementerian Negara/Lembaga wajib 

melaksanakan penataan arsip guna memastikan setiap kegiatan atau peristiwa 

yang tergambarkan dari sisi keuangan terekam jelas. 

Arsip dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu: 

1. Arsip Dinamis 

Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam

kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.

Pengelolaan arsip dinasmis menjadi tanggung jawab pencipta arsip. Arsip

dinamis meliputi :

a. Arsip Vital 

Arsip vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan

persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta

32 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 
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arsip, tidak dapat diperbarui dan terdantikan apabila rusak 

dan hilang. 

b. Arsip Aktif

Arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya

tinggi dan/atau terus menerus. 

c. Arsip Inaktif

Arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya

telah menurun. 

2. Arsip Statis 

Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena

memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan

berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara

langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia

dan/atau lembaga kearsipan. Pengelolaan arsip statis menjadi tanggung

jawab lembaga kearsipan. 

Pada UU Nomor 43 Tahun 2009, selain mengatur tentang penatausahaan arsip, 

juga mengatur tentang Ketentuan Saksi dan Pidana jika pejabat yang 

bertanggungjawab tidak melaksanakan kearsipan dengan benar. 

1. Ketentuan Pemberian Sanksi 

Terhadap Pejabat dan/atau pelaksana yang melakukan pelanggaran

dalam penyelenggaraan kearsipan dalam UU No. 43 tahun 2009 diatur

sanksi sebagai berikut :

• Pejabat dan/atau pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), Pasal 22 ayat (4), Pasal 24 ayat (4),
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Pasal 27 ayat (4), Pasal 48 ayat (1), dan Pasal 60 ayat (3) dikenai sanksi 

administratif berupa teguran tertulis. Apabila selama 6 (enam) bulan 

tidak melakukan perbaikan, pejabat dan/atau pelaksana dikenai 

sanksi administratif berupa penundaaan kenaikan gaji berkala untuk 

paling lama 1 (satu) tahun. Selanjutnya apabila selama 6 (enam) 

bulan berikutnya tidak melakukan perbaikan, pejabat dan/atau 

pelaksana dikenai sanksi administratif berupa penundaaan kenaikan 

pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun. 

• Pasal 79 (1) Pejabat dan/atau pelaksana yang melanggar ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1)

dikenai sanksi administrative berupa teguran tertulis. Apabila selama

6 (enam) bulan tidak melakukan perbaikan, pejabat dan/atau

pelaksana dikenai sanksi administratif berupa penurunan gaji

sebesarsatu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu)

tahun. Apabila selama 6 (enam) bulan berikutnya tidak melakukan

perbaikan, pejabat dan/atau pelaksana dikenai sanksi administratif

berupa penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih

rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun.

• Pasal 80 (1) Pejabat, pimpinan instansi dan/atau pelaksana yang

melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat

(4), Pasal 42 ayat (1), dan Pasal 43 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)

dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. Apabila selama 6

(enam) bulan tidak melakukan perbaikan, pejabat, pimpinan instansi

dan/atau pelaksana dikenai sanksi administratif berupa penurunan

pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama
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1 (satu) tahun. Apabila selama 6 (enam) bulan berikutnya tidak 

melakukan perbaikan, pejabat, pimpinan instansi dan/atau pelaksana 

dikenai sanksiadministratif berupa pembebasan dari jabatan. 

2. Ketentuan Pidana

Terhadap Pejabat dan/atau pelaksana yang melakukan pelanggaran

dalam penyelenggaraan kearsipan dalam UU No. 43 tahun 2009 dapat

diberikan sanksi pidana sebagai berikut :

• Setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan/atau memiliki

arsip negara untuk kepentingan sendiri atau orang lain yang tidak

berhak dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun

atau denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh

juta rupiah).

• Setiap orang yang dengan sengaja menyediakan arsip dinamis

kepada pengguna arsip yang tidak berhak dipidana dengan pidana

penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak 

Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).

• Setiap orang yang dengan sengaja tidak menjaga keutuhan,

keamanan dan keselamatan arsip negara yang terjaga untuk

kepentingan negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 1

(satu) tahun atau denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh

lima juta rupiah). 

• Pejabat yang dengan sengaja tidak melaksanakan pemberkasan dan

pelaporan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)
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tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta 

rupiah). 

• Setiap orang yang dengan sengaja tidak menjaga kerahasiaan arsip

tertutup dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun

atau denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh

juta rupiah).

• Setiap orang yang dengan sengaja memusnahkan arsip di luar

prosedur yang benar dipidana dengan pidana penjara paling lama

10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00

(lima ratus juta rupiah). 

• Setiap orang yang memperjualbelikan atau menyerahkan arsip yang 

memiliki nilai guna kesejarahan kepada pihak lain di luar yang telah

ditentukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10

(sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima

ratus juta rupiah).

• Pihak ketiga yang tidak menyerahkan arsip yang tercipta dari

kegiatan yang dibiayai dengan anggaran negara dipidana dengan

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak

Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). 
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BENDAHARA PENERIMAAN 8BADAN LAYANAN UMUM
BAB VIII BENDAHARA PENERIMAAN BADAN LAYANAN UMUM ( BLU) 

Pada instansi yang menerapkan Pola Pengembangan Pengelolaan Keuangan 

Badan Layanan Umum, terdapat bendahara pengeluaran dan bendahara 

penerimaan. Bendahara Penerimaan bertugas untuk menatausahakan seluruh 

uang/surat berharga yang sudah menjadi hak BLU. Bendahara Penerimaan 

mengalihkan uang/surat berharga yang dikelolanya menjadi deposito dan/atau 

investasi jangka pendek setelah mendapat perintah dari pemimpin BLU atau 

pejabat yang ditunjuk. Bendahara Penerimaan menyalurkan uang kepada 

Bendahara Pengeluaran berdasarkan perencanaan dan/atau permintaan dana 

dengan perintah dari Pemimpin BLU atau pejabat yang ditunjuk. 

Setelah membaca bab ini, pembaca diharapkan mampu menjelaskan dan 

memahami penatausahaan uang/surat berharga yang dilaksanakan oleh 

Bendahara Penerimaan BLU 

I. PETUNJUK TEKNIS BENDAHARA PENERIMAAN BLU 

Teknis pembukuan bagi Bendahara Penerimaan adalah pembukuan terkait 

uang pendapatan yang sudah menjadi hak BLU dan pengelolaannya yang 

berupa deposito dan investasi jangka pendek. Adapun pembukuannya diatur 

sebagai berikut: 

1. Pada saat DIPA diterima, estimasi/target penerimaan dibukukan langsung

pada Buku Pengawasan Anggaran Pendapatan. 

2. Pada saat diterima bukti pendapatan BLU, pendapatan dibukukan di sisi

debet pada BKU, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu Pendapatan,
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serta dicatat sebagai realisasi pada Buku Pengawasan Anggaran 

Pendapatan. 

3. Pada saat Bendahara Penerimaan menyalurkan dana kepada Bendahara 

Pengeluaran, dana dibukukan di sisi debet dan kredit (inout) pada BKU, di 

sisi debet pada Buku Pembantu Uang di Bendahara Pengeluaran dan di sisi 

kredit pada Buku Pembantu Kas.  

4. Berdasarkan otorisasi pejabat berwenang, pada saat pendapatan yang 

diperoleh dijadikan sebagai deposito, dibukukan di sisi debet dan kredit (in-

out) pada BKU, di sisi debet pada Buku Pembantu Deposito dan di sisi kredit 

pada Buku Pembantu Kas. 

5. Pada saat deposito tersebut dicairkan dan kembali ke kas Bendahara 

Penerimaan beserta kelebihannya, pembukuannya sebagai berikut: 

a. di sisi debet dan kredit (in-out) pada BKU, sisi debet pada Buku 

Pembantu Kas dan di sisi kredit pada Buku Pembantu Deposito sebesar 

pokok uang yang di depositokan. 

b. di sisi debet pada BKU, Buku Pembantu Kas dan Buku Pembantu 

Pendapatan sebesar kelebihan dari deposito tersebut. 

6. Berdasarkan otorisasi pejabat yang berwenang, pada saat pendapatan 

yang diperoleh dijadikan investasi jangka pendek, dibukukan di sisi debet 

dan kredit (in-out) pada BKU, di sisi debet pada Buku Pembantu Investasi 

Jangka Pendek dan di sisi kredit pada Buku Pembantu Kas. 

7. Pada saat Investasi Jangka Pendek tersebut dicairkan dan kembali ke kas 

Bendahara Penerimaan beserta kelebihannya, pembukuannya sebagai 

berikut: 
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a. di sisi debet dan kredit (in-out) pada BKU, sisi debet pada Buku

Pembantu Kas dan di sisi kredit pada Buku Pembantu Investasi Jangka

pendek sebesar pokok uang yang di depositokan. 

b. di sisi debet pada BKU, Buku Pembantu Kas dan Buku Pembantu

Pendapatan sebesar kelebihan dari Investasi Jangka pendek tersebut.
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APENDIKS 
A 
Alokasi 
Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut 
Alokasi Anggaran K/L adalah batas tertinggi anggaran pengeluaran 
yang dialokasikan kepada Kementerian/Lembaga berdasarkan hasil 
pembahasan Rancangan APBN yang dituangkan dalam berita acara 
hasil kesepakatan pembahasan rancangan APBN antara Pemerintah 
dan Dewan Perwakilan Rakyat. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat 
APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang 
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 

Arsip Data Komputer (ADK) 
Arsip Data Komputer yang selanjutnya disingkat ADK adalah arsip 
data dalam bentuk softcopy yang disimpan dalam media 
penyimpanan digital. 
Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, 
diteruskan, dikirim, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, 
digital, elektro-magnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, 
ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem 
elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara atau 
gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, 
kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau 
dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. 

B 
Bagan Akun Standar (BAS) 
Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar 
kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun 
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secara sistematis sebagai pedoman dalam perencanaan, 
penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan 
pemerintah. 
BAS terdiri atas segmen-segmen dan atribut. Segmen adalah bagian 
dari BAS berupa rangkaian kode sebagai dasar validasi transaksi yang 
diakses oleh sistem aplikasi. Sedangkan atribut adalah kode 
tambahan pada BAS yang mengacu pada Segmen. BAS tidak hanya 
bermanfaat pada saat pelaksanaan anggaran semata, namun dimulai 
saat perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban. 

Barang 
Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, 
bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, 
dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang. 

Barang Milik Negara (BMN) 
Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua 
barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari 
perolehan lainnya yang sah. 

Belanja Negara 
Belanja Negara adalah kewajiban Pemerintah yang diakui sebagai 
pengurang nilai kekayaan bersih. 
Pengeluaran Negara adalah uang yang keluar dari Kas Negara. 

C 

D 

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA 
adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai 
acuan PA dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai 
pelaksanaan APBN. 
DIPA terdiri atas: (1) DIPA Induk; dan (2) DIPA Petikan. DIPA Induk 
adalah akumulasi dari DIPA per Satker yang disusun oleh PA menurut 
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unit eselon I K/L yang memiliki alokasi anggaran (portofolio). DIPA 
Induk tidak berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau dasar 
pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa 
Bendahara Umum Negara. Sementara, DIPA Petikan berfungsi 
sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Satker dan pencairan 
dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara 
Umum Negara. 
E 
F 
G 
H 
I 
J 

K 

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) 
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat 
KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan 
yang memperoleh kuasa dari BUN untuk melaksanakan sebagian 
fungsi Kuasa BUN. 

Kerangka Acuan Kerja (KAK) 
Kerangka Acuan Kerja atau Kerangka Acuan Kegiatan yang disingkat 
KAK adalah dokumen perencanaan kegiatan yang berisi 
penjelasan/keterangan mengenai apa, mengapa, siapa, kapan, di 
mana, bagaimana, dan berapa perkiraan biayanya suatu kegiatan. 
Dengan kata lain, KAK berisi uraian tentang latar belakang, tujuan, 
ruang lingkup, masukan yang dibutuhkan, dan hasil yang diharapkan 
dari suatu kegiatan. KAK dalam bahasa Inggris adalah Term Of 
Reference yang disingkat TOR. 
KAK merupakan gambaran umum dan penjelasan mengenai kegiatan 
yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian 
Negara/Lembaga. Dalam KAK tercakup latar belakang, maksud dan 
tujuan, indikator keluaran dan keluaran, cara pelaksanaan kegiatan, 
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pelaksana dan penanggung jawab kegiatan, jadwal kegiatan, dan 
biaya kegiatan. 

L 

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang 
selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas 
mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan 
Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden 
Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan 
Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan 
Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

M 
N 
O 

P 

Pagu 
Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Pagu 
Anggaran K/L adalah batas tertinggi anggaran yang dialokasikan 
kepada Kernenterian/Lembaga dalam rangka penyusunan RKA-K/L. 

Pejabat Perbendaharaan Negara 
Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, 
menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan 
mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka 
pelaksanaan APBN pada Kantor/Satuan Kerja Kementerian 
Negara/Lembaga. 
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Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, 
menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan 
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Negara 
dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/Satuan Kerja 
Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Nonkementerian. 

Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah 
pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi BUN. 

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat 
pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian 
Negara/Lembaga. 

Kuasa Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Kuasa BUN 
adalah pejabat yang diangkat oleh BUN untuk melaksanakan tugas 
kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBN dalam wilayah kerja 
yang ditetapkan. 

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah 
pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan 
sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran 
pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan. 

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah 
pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil 
keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan 
pengeluaran anggaran belanja negara. 

Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya 
disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA 
untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan 
menerbitkan perintah pembayaran. 

Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai yang selanjutnya 
disingkat PPABP adalah pembantu KPA yang diberi tugas dan 
tanggung jawab untuk mengelola pelaksanaan belanja pegawai. 
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Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) 
Petunjuk Operasional Kegiatan atau disingkat POK adalah dokumen 
yang memuat uraian rencana kerja dan biaya yang diperlukan untuk 
pelaksanaan kegiatan, disusun oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) 
sebagai penjabaran lebih lanjut dari DIPA(Daftar Isian Pelaksanaan 
Anggaran). 

Q 
R 

Rekonsiliasi 
Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang 
diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda 
berdasarkan dokumen sumber yang sama. 

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) 
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang 
selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan 
tahunan Kementerian/Lembaga yang disusun menurut bagian 
anggaran Kementerian/Lembaga. 

S 

Satuan Kerja 
Satuan Kerja adalah unit organisasi lini Kementerian/Lembaga 
Pemerintah Nonkementerian atau unit organisasi Pemerintah Daerah 
yang melaksanakan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga 
Pemerintah Nonkementerian dan memiliki kewenangan dan 
tanggung jawab penggunaan anggaran. 

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) 
Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) adalah aplikasi yang 
dibangun guna mendukung pelaksanaan SPAN pada tingkat Instansi 
dalam hal pengelolaan anggaran, komitmen, pembayaran, 
bendahara, persediaan, aset tetap, general ledger, dan pelaporan, 
dengan memanfaatkan sumber daya dan teknologi informasi. SAKTI 
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merupakan gabungan dari beberapa aplikasi yang telah digunakan 
pada tingkat satuan kerja (satker) sebelumnya. Selain 
menggabungkan beberapa aplikasi yang dahulunya terpisah-pisah 
juga mengadopsi proses bisnis yang baru sesuai dengan proses bisnis 
yang dianut oleh SPAN. 

Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) 
Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) adalah sistem 
terintegrasi seluruh proses yang terkait dengan pengelolaan 
anggaran yang meliputi penyusunan anggaran, manajemen dokumen 
anggaran, manajemen komitmen pengadaan barang dan jasa, 
manajemen pembayaran, manajemen penerimaan negara, 
manajemen kas, dan pelaporan. 
Dalam rangka memberikan layanan informasi yang cepat, akurat, 
terinci, dan terintegrasi mengenai implementasi SPAN, Ditjen 
Perbendaharaan meluncurkan sebuah aplikasi yang dinamakan 
Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran 
Negara (OM-SPAN). Aplikasi OM-SPAN merupakan aplikasi yang 
digunakan dalam rangka memantau transaksi dalam SPAN dan 
menyajikan informasi sesuai kebutuhan yang diakses melalui jaringan 
berbasis web. 

Surat Setoran Pajak (SSP) 
Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak 
yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah 
dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran 
yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. 
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